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ABSTRAK 

 

EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA 

SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh: 

Eliza Wendra Febriana 

NIM. 12070520737 

 

Isu pendidikan tinggi menjadi sorotan penting di banyak negara karena peran 

vitalnya dalam membentuk generasi penerus yang kompeten dan siap bersaing 

di dunia lokal maupun global. Namun problematika pembiayaan pendidikan 

tinggi masih ada, diliat dari mahalnya biaya pendidikan tinggi dan keterbatasan 

finansial masyarakat. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang 

mempunyai keadaan ekonomi yang masih rendah dengan posisi kedua terendah 

di Provinsi Riau. Dalam hal ini BAZNAS menjadi salah satu garda terdepan 

dalam menyelesaikan polemik tersebut, melalui Program Satu Keluarga Satu 

Sarjana (SKSS). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana evidence 

based policy dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten 

Kampar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sudah menggunakan konsep 

evidence based policy namun belum optimal. Dengan bukti yang diselingi 

dalam program ini yaitu melihat kebutuhan masyarakat secara langsung, 

keadaan ekonomi rendah dan riset yang dilakukan dalam program yang sama di 

daerah lainnya dan juga melihat kondisi pemerintah yang belum menangani 

secara khusus pada permasalahan pendidikan, terkhusus pendidikan tinggi. 

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dengan melahirkan seorang sarjana pada 

satu keluarga yang belum memiliki  sarjana. Namun dalam pengembangan 

anggaran yang masih terkendala, bahwa sumber anggaran berasal dari dana 

zakat dan belum adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Kampar. 

Monitoring terhadap mahasiswa penerima selalu dilakukan namun perlu di 

perkuat lagi dengan monitoring setelah perkuliahan dan pembinaan yang sesuai 

dengan keterampilan agar para lulusan sarjana ini nantinya akan memberikan 

perubahan secara efektif dalam mengubah status sosial keluarganya. Untuk 

keberlanjutan program dan peningkatan target penerima belum bisa di pastikan 

karena melihat kondisi anggaran dan keputusan pimpinan BAZNAS Kabupaten 

Kampar. 

 

Kata Kunci: Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS); Pendidikan Tinggi; 

Evidence Based Policy. 
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ABSTRACT 

 

EVIDENCE BASED POLICY IN ONE FAMILY ONE BACHELOR 

PROGRAM (SKSS) IN KAMPAR REGENCY 

Oleh: 

Eliza Wendra Febriana 

NIM. 12070520737 

The issue of higher education has become an important focus in many countries 

because of its vital role in forming the next generation who are competent and ready 

to compete in the local and global world. However, the problem of financing higher 

education still exists, judging by the high cost of higher education and the financial 

limitations of society. Kampar Regency is a district that has a low economic 

condition with the second lowest position in Riau Province. In this case, BAZNAS 

is one of the vanguards in resolving this polemic, through the One Family One 

Bachelor Program (SKSS). The aim of this research is to find out what the evidence 

based policy is in the One Family One Bachelor Program (SKSS) in Kampar 

Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive 

approach. The research results show that in implementing the One Family One 

Bachelor (SKSS) program the concept of evidence based policy has been used but 

it is not yet optimal. With evidence interspersed in this program, namely looking 

directly at the needs of the community, low economic conditions and research 

carried out in the same program in other areas and also looking at the condition of 

the government which has not specifically addressed education problems, 

especially higher education. Success in achieving goals by giving birth to a 

graduate in a family that does not yet have a graduate. However, budget 

development is still hampered, namely that the budget source comes from zakat 

funds and there is no support from the Kampar Regency APBD budget. Monitoring 

of recipient students is always carried out but needs to be strengthened with 

monitoring after lectures and coaching according to skills so that these 

undergraduate graduates will make changes effectively in changing the social 

status of their families. The sustainability of the program and increasing target 

recipients cannot be confirmed yet because we look at the budget conditions and 

decisions of the Kampar Regency BAZNAS leadership. 

Keywords: One Family One Bachelor Program (SKSS); Higher Education; 

Evidence Based Policy. 

  



 

 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis mengucapkan puji dan Syukur  

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. 

Shalawat beriring salam kepada tak pernah lupa kepada junjungan alam Nabi Besar 

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan 

judul “EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU 

KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) OLEH BAZNAS KABUPATEN 

KAMPAR”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

Tentunya pada tahap penyusunan ini tidak terlepas dari kesalahan-

kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf jika penyusunan skripsi ini belum 

sempurna. Penulis juga berharap bahwa nanti skripsi ini dapat diterima dan menjadi 

skripsi yang bermanfaat bagi si pembaca.  

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Allah SWT yang maha 

pengasih lagi maha penyayang, keluarga tercinta Ibunda Zayarni, Ayahanda 

Tercinta Inderayadi yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan 



 

 

iv 

 

mendoakan serta saudara-saudara penulis Abang Novelion Bona Findra, Kakak 

Agnes Mutiara dan Adik Aura Melati Indriani sehingga penulis bisa menyelesaikan 

pendidikan. Selanjutnya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam  

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan-

kebijakannya. 

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya. 

4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya. 

5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya. 

6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi 

Administrasi Negara, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya dan 

juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.  

7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretasis Program Studi Administrasi 

Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya. 

8. Ibu Abdiana Ilosa S.AP. MPA selaku dosen pembimbing baik dimulai 

perjalanan penulis mengikuti penelitian temu admi, hingga menjadi dosen 

pembimbing skripsi penulis, yang terus membantu  penulis dalam penyusunan 



 

 

v 

 

skripsi ini serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh 

Allah swt nantinya “aamiin”. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa 

dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis 

selama perkuliahan. 

10. Saudara M. Ibnu Arpan Hasibuan, S.H dengan kebaikannya yang telah 

membantu penulis dalam proses penyelesaian proposal hingga skripsi penulis 

dari segi apapun.  

11. Sahabat saya Zahratul Wahyu Ningsih, S.Sos yang menjadi sahabat sekaligus 

saudara saya selama berkuliah di Pekanbaru yang tak pernah lupa untuk selalu 

mensupport dan membantu saya dalam segi apapun.  

12. Teman saya Anisa, S.Sos dan Tri Candra Wati, S.Sos, perempuan independent 

yang selalu membantu saya selama belajar di kelas.  

13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2020 

dengan gelar S.Sos yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu . 

14. Teman-teman dari Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(LPRPM) yang memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis hingga 

penulis mendapat wawasan yang lebih luas. 

15. Study Club Dinamika Publik dan Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi 

Negara yang menjadi rumah bagi penulis dalam lingkungan internal jurusan 

administrasi negara.  

16. Rohis ISC Al-Iqtishodi dan Forum Diskusi Ekonomi Islam (ForDEI) yang 

menjadi tempat belajar yang luar biasa bagi penulis.  



 

 

vi 

 

17. Teman-teman PKL Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan KKN Desa Tasik 

Tebing Serai yang menjadi salah satu warna dalam hidup penulis dan 

memberikan pengalaman yang berharga. 

18. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun 

dalam support dukungan serta yang mendo’akan tanpa penulis ketahui.  

Semoga semua dukungan, doa, bantuan serta semangat yang telah diberikan 

kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis 

berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan 

terutama bagi diri penulis sendiri. Aamiin ya rabbal’alamiin.  

 

 Pekanbaru, 20 April 2024 

Penulis, 

 

ELIZA WENDRA FEBRIANA 

NIM. 12070520737 

 

  



 

 

vii 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ......................................................................................................................... i 

ABSTRACT ...................................................................................................................... i 

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI................................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................................ix 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................................. 16 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 16 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................................. 16 

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 17 

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................................... 19 

2.1 Kebijakan Publik .................................................................................................... 19 

2.2 Evidence based policy atau Kebijakan Berbasis Bukti ........................................... 22 

2.3 Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) .............................................................. 29 

2.4 Program Satu Keluarga Satu Sarjana ...................................................................... 31 

2.3 Pandangan Islam .................................................................................................... 34 

2.4 Penelitian Terdahulu .............................................................................................. 36 

2.5 Definisi Konsep ...................................................................................................... 39 

2.6 Konsep Operasional ............................................................................................... 40 

2.7 Kerangka Berfikir................................................................................................... 41 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................... 42 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................................. 42 

3.2 Jenis dan Sumber Data ........................................................................................... 42 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 43 

3.4 Informan Penelitian ................................................................................................ 44 

3.5 Teknik Analisis Data .............................................................................................. 45 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................................... 47 

4.1 Kabupaten Kampar ................................................................................................. 47 

4.2 BAZNAS Kabupaten Kampar ................................................................................ 53 

4.2.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar ................................................................ 53 



 

 

viii 

 

4.2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar....................................................... 54 

4.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar ............................................. 56 

4.2.4 Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar ................................ 57 

4.3 Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ............................................ 63 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 64 

5.1 Evidence based policy Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di 

Kabupaten Kampar ...................................................................................................... 64 

5.1.1 Program Assestment (Penilaian Program) ........................................................... 65 

5.1.2 Budget Development (Pengembangan Anggaran) ............................................... 86 

5.1.3 Implementation Oversight (Pengawasan Pelaksanaan) ........................................ 96 

5.1.4 Outcome Monitoring (Pemantauan Hasil) ......................................................... 101 

5.1.5 Targeted Evaluation (Evaluasi yang di Targetkan) ........................................... 109 

5.2 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Evidence based policy Dalam Program Satu 

Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ................................................................................... 115 

BAB VI .......................................................................................................................... 117 

6.1 Kesimpulan .......................................................................................................... 117 

6.2 Saran .................................................................................................................... 118 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 120 

LAMPIRAN



 

 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa yang Lulus SMA dan SMK Negeri/Swasta di Provinsi 

Riau ......................................................................................................................... 7 

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 

2021-2022 ............................................................................................................... 8 

Tabel 1. 3 Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar ................................ 11 

Tabel 1. 4 Pendistribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana 

(SKSS) .................................................................................................................. 12 

Tabel 1. 5 Jumlah Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di 

Kabupaten Kampar................................................................................................ 13 

 

Tabel 2. 1 Komponen Proses Kebijakan dan Masalah Bukti Yang Berbeda ........ 26 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 36 

Tabel 2. 3 Konsep Operasional ............................................................................. 40 

 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian .............................................................................. 45 

 

Tabel 4. 1 Nama dan Luas Wilayahnya per-Kecamatan di Kabupaten Kampar .. 50 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk per-Kecamatan Di Kabupaten Kampar .................. 51 

Tabel 4. 3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Masa Bakti 

2021-2026 ............................................................................................................. 56 

 

Tabel 5. 1 Program Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2023 ........... 68 

Tabel 5. 2 Data Penerima per-Kecamatan di Kabupaten Kampar periode 1 (2018), 

periode 2 (2021) dan Periode 3 (2023) ................................................................. 79 

Tabel 5. 3 Penghimpunan Zakat Berdasarkan Sumbernya Tahun 2022 dan 2023 88 

Tabel 5. 4 Pendistribusian Zakat sesuai dengan Pilar Program BAZNAS 

Kabupaten Kampar tahun 2022 dan 2023 ............................................................. 90 

Tabel 5. 5 Rincian Realisasi Penggunaan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana 

(SKSS) ................................................................................................................ 106 

 

 

  



 

 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 5. 1 Rapat Kerja Anggaran Tahunan ....................................................... 69 

Gambar 5. 2 Poster/Selebaran Pembukaan Penerimaan Beasiswa Satu Keluaga 

Satu Sarjana (SKSS) dari tahun 2018, 2021 dan 2023.......................................... 78 

Gambar 5. 3 Dokumentasi Sosialisasi Zakat......................................................... 90 

Gambar 5. 4 Format Kelengkapan Pendaftaran Beasiswa SKSS ....................... 100 

Gambar 5. 5 Dokumentasi Kegiatan Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu 

Sarjana (SKSS) ................................................................................................... 105 

Gambar 5. 6 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Program BAZNAS Kabupaten 

Kampar ................................................................................................................ 111 

 

  



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu pendidikan tinggi menjadi sorotan penting di banyak negara karena 

peran vitalnya dalam membentuk generasi penerus yang kompeten dan siap 

bersaing di dunia lokal maupun global. Negara Indonesia menempatkan 

pendidikan tinggi bukanlah pendidikan wajib 12 tahun yang di ikuti oleh warga 

negara Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek bahwa 

pendidikan tinggi hanya bersifat tersier dan tidak wajib. Hal ini membuat suatu 

polemik lagi di atas persoalan kenaikan UKT bagi perguruan tinggi Negeri dan 

keterjangkauan biaya pendidikan tinggi yang sulit bagi warga negara Indonesia 

dan juga adanya ketidaktepatan sasaran dalam penempatan UKT mahasiswa.  

Pendidikan yang merupakan suatu sarana dalam mencapai kesejahteraan 

dan keutuhan hidup manusia. Pendidikan membantu dalam memahami berbagai 

hal yang ada di sekitar lingkungan. Dengan adanya pendidikan mampu 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang dapat menumbuhkan 

keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendidikan yang 

tinggi diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai 

kualitas yang baik (Adinna Hapsari, Siti Nurlaela, 2022).  

Sama halnya dengan yang dikatakan (Margiyanti, Iis, 2023) bahwa 

pendidikan merupakan suatu investasi yang perlu dilakukan untuk terciptanya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan 



 

 

2 

 

mampu meningkatkan potensi yang ada di dalam diri seseorang sehingga 

memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan kearah yang lebih baik 

lagi.  

Indonesia sendiri telah mengamanatkan dalam UUD tahun 1945 mengenai 

pendidikan yang tertera pada pasal 31 ayat 1: “Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan.” Lalu di lanjutkan dengan ayat 2: “Setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari 

pernyataan UUD tahun 1945 dapat kita simpulkan bahwa masyarakat wajib 

untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah 

pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika masyarakat mengenyam 

pendidikan sampai jenjang SMA berarti masyarakat baru menempuh 

pendidikan dasar saja.  

Sejalan dengan itu program wajib belajar 12 tahun yang telah di lakukan 

oleh pemerintah merupakan salah satu upaya agar masyarakat Indonesia dapat 

mengenyam pendidikan.  Program wajib 12 tahun yang dilakukan oleh 

pemerintah menuntut masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang disebut 

dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dari Sekolah Dasar (SD) 

selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Melanjutkan ke pendidikan yang lebih 

di tinggi di era sekarang ini menjadi suatu hal yang penting agar dapat 

pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang spesifik. Dengan adanya 

pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan nantinya 
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bisa memajukan ekonomi keluarga, memajukan daerah bahkan dapat 

memajukan bangsa dan negara. 

Upaya terus dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan 

Indonesia, dimulainya dengan pemberian beasiswa agar masyarakat yang 

terkendala dengan perokonomian bisa merasakan pendidikan, meningkatkan 

mutu dan kualiatas pendidikan dengan kurikulum yang menyesuaikan dengan 

perubahan zaman dan lain sebagainya. Untuk mencapai itu semua perlunya 

kebijakan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Evidence based policy 

menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan, diharapkan sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan.  

Evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti ini diartikan sebagai 

kebijakan atas dasar bukti-bukti yang terkandung didalam proses kebijakan baik 

itu menggunakan informasi terbaik ataupun penelitian. Menurut (Sanderson, 

2002)  bahwa dalam pembuatan kebijakan perlu penekanan yang kuat pada 

pengembangan kebijakan berbasis bukti yang dapat dilakukan melalui proses 

evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ataupun program yang dibuat 

nantinya.  

Penerapan evidence based policy di Negara Indonesia adalah suatu hal 

yang masih baru. Evidence based policy amat sangat diperlukan karena bisa 

ditinjau dari sisi efektivitas, efisiensi, orientasi layanan publik, akuntabilitas, 

demokrasi dan kepercayaan  (Toit & Institute for Poverty  University of the 

Western Cape, 2012). Kesistematisan suatu bukti yang dianalisis merupakan 

suatu elemen yang amat penting pada seluruh penyusunan perencanaan yang 
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baik. Data-data diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu analisis dan bukti 

yang pemerintah butuhkan agar kebijakaan dapat dipahami dengan baik dan 

kebijakan tersebut dapat tercapai sasarannya, bergerak sesuai rencana, dan 

pelayanan apakah sudah diberikan secara efektif. Oleh karena itu, bukti harus 

digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan.  

Bentuk dari pembuatan evidence based policy ini bisa dari penggunaan 

temuan penelitian yang dapat dipergunakan menginformasikan kebijakan baru 

ataupun program yang telah ada dapat dilaksanakan secara efektif, pendukung 

dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian dan manajemen, 

pengembangan kebijakan yang didorong dengan penggunaan bukti, dan lain 

sebagainya. Hal inilah yang paling sering diterapkan pada program layanan 

sosial dan manusia, namun berbagai macam program pemerintah juga dapat 

memperoleh manfaat dari membangun dan menggunakan bukti.  

Pengambilan kebijakan yang ada di Indonesia yang belum sepenuhnya 

memakai konsep evidence based policy yang disebabkan adanya kendala-

kendala yang dihadapi oleh pengambil kebijakan seperti pengambilan kebijakan 

yang masih didasarkan pada kepentingan politik ataupun berdasarkan kebijakan 

yang populer (Asmara & Handoyo, 2015; Baldwin-Edwards et al., 2019). Hal 

ini juga sama dengan hasil penelitian (Fauziah et al., 2021) dalam penelitiannya 

tentang “Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: Antara Prefensi 

Politik dan evidence based policy”, bahwa kebijakan city branding yang ada di 

Kota Magelang belum menggunakan konsep evidence based policy dalam 
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pelaksanaan kebijakannya, namun masih berdasarkan prefensi dari politik dan 

pimpinan daerah periode yang berjalan.  

Selain itu, problematika yang terjadi adanya dikotomi antara kebijakan dan 

bukti (Baldwin-Edwards et al., 2019; Cairney & Oliver, 2017; Saltelli & 

Giampietro, 2017). Problematika tersebut mengakibatkan kesenjangan antara 

bukti dan kebijakan. Adanya sikap yang harus yang diikuti oleh peneliti ataupun 

akademisi yang membuat bukti ilmiah dengan para pengambil kebijakan. Yang 

pertama adanya penyesuaian antara peneliti dengan sikap realistis dan persuasi 

pengambil kebijakan dan yang kedua para peneliti harus siap terlibat hubungan 

dalam jangka panjang untuk berada dalam posisi untuk mempengaruhi 

kebijakan.  

Pada negara berkembang kebijakan berbasis bukti ini mampu dengan baik 

membantu menjadi penyelamat kehidupan, angka kemiskinan berkurang, dan 

peningkatan kinerja pembangunan. Head 2008 mengungkapkan bahwa 

penggabungan bukti secara obyektif pada konsep evidence based policy 

menjadi suatu pendorong dalam memberikan bahan pertimbangan bagi para 

pengambil kebijakan atau pemerintah pada perumusan kebijakan (Nomaini et 

al., 2021). Di Indonesia sendiri walaupun belum sepenuhnya menggunakan 

konsep evidence based policy dalam pelaksanaan kebijakan, namun sudah ada 

beberapa yang telah menggunakan konsep ini.  

Sebagai contoh dalam pembuatan RPJMD, dalam melihat kinerja 

pemerintah selama lima tahun terakhir maka digunakannyalah berbagai macam 

data time series (Handrisal, 2018; Haniyuhana & Widiyarta, 2023). Sumber 
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yang didapat dari BPS ataupun data pemerintah dengan detail dipergunakan 

dalam pembuatan RPJMD menjadi salah satu penggunaan bukti dalam 

perumusan kebijakan. Namun, masih terdapatnya dimensi lain dalam 

pembuatan RPJMD yaitu dimensi dari politik dan perumusan kebijakan 

didasarkan pada visi dan misi kepala daerah baik dalam perumusan stategi, 

kebijakan dan program (Mustain & Djaja, 2017).  

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan (Asmara & Handoyo, 2015) 

dalam penelitianya mengenai “Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi 

Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standarisasi Alat dan Mesin Pertanian di 

Indonesia” yang menyatakan salah satu contoh bahwa pemerintah Indonesia 

telah mempraktikkan kebijakan berbasis bukti ini yakni pada kebijakan 

standarisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dikeluarkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN).  

Selanjutnya evidence based policy yang mengunakan hasil penelitian dan 

bukti-bukti lainnya inilah yang mendasari dalam membuat sebuah keputusan 

disetiap proses pembuatan kebijakan dan begitu juga dalam cabang 

pemerintahan yang salah satunya terhadap proses pelaksanaan kebijakan 

(Hernawan et al., 2022). Dengan adanya bukti ataupun penelitian yang ada 

dapat menjadi jembatan antara penelitian dan implementasi dari kebijkaan. 

Sebagai contoh yang di ungkapkan (Frantzeskaki et al., 2019) bahwa beberapa 

kota Tanzania yang mempunyai sejarah yang panjang dengan penghijauan 

tetapi kebijakan yang dibuat belum optimal. Namun setelah dimasukkanya 

bukti dan penelitian dengan paparan alat TEEB (The Economics of Ecosystems 
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and Biodiversity) dan konsep jasa ekosistem membuat perencanaan kota lebih 

terarah dan lebih baik lagi.  

Kebijakan yang dibuat digunakan sebagai penyelesaian problematika yang 

terjadi di ranah publik, salah satunya dalam persoalan dibidang pendidikan. 

Beberapa wilayah di Provinsi Riau masih memiliki kendala dalam melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk salah satunya Kabupaten Kampar. 

Penyebab dari permasalahan ini adalah keterbatasan finansial yang dialami oleh 

masyarakat Kabupaten Kampar. Sehingga ini menjadi persoalan serius karena 

pendidikan menjadi gambaran dari kualitas sumber daya manusia disuatu 

daerah.  

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa yang Lulus SMA dan SMK Negeri/Swasta di 

Provinsi Riau 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Siswa 

yang Lulusan 

SMA 

Jumlah Siswa 

yang Lulusan 

SMK 

Total 

Kuantan Singingi 8.580 4.728 13.308 

Indragiri Hulu 10.472 7.783 18.255 

Indragiri Hilir 14.407 4.941 19.348 

Pelalawan 10.069 6.628 16.697 

Siak 14.436 6.734 21.170 

Kampar 21.851 8.162 30.013 

Rokan Hulu 12.869 11.399 24.268 

Bengkalis 20.844 7.889 28.733 

Rokan Hilir 20.768 6.425 27.193 

Kepulauan Meranti 4.610 1.563 6.173 

Pekanbaru 26.660 31.081 57.741 

Dumai 6.564 7.842 14.406 

Jumlah 172.130 105.175 277.305 
Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2023 
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Berdasarkan data diatas pada tahun 2023 jumlah kelulusan SMA dan SMK 

di Provinsi Riau, yang mana Kabupaten Kampar menjadi kabupaten tertinggi 

nomor dua setelah Kota Pekanbaru dalam hal kelulusan terbanyak siswa SMA. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di persiapkan untuk siswanya setelah 

tamat mampu langsung untuk terjun ke dunia kerja. Namun berbeda dengan 

lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih perlu untuk melanjutkan 

ke pendidikan tinggi.  

Namun permasalahan finansial menjadi penyebab masyarakat Kabupaten 

Kampar sulit untuk melanjutkan pendidikan tinggi (Juliana et al., 2023). Oleh 

karena itu, sulit bagi masyarakat Kampar untuk mengalokasikan sebagian 

pendapatannya untuk investasi dalam pendidikan. Mereka terjebak dalam siklus 

kemiskinan yang menjadi hambatan bagi penduduk Kabupaten Kampar untuk 

melanjutkan pendidikan sarjana.  

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 

Tahun 2021-2022 

Kabupaten/Kota 2021 2022 

Kuantan Singingi 28.900 26.610 

Indragiri Hulu 27.350 27.460 

Indragiri Hilir 44.610 43.220 

Pelalawan 49.300 49.300 

Siak 25.770 25.710 

Kampar 68.740 63.550 

Rokan Hulu 74.730 73.810 

Bengkalis 37.660 36.030 

Rokan Hilir 51.970 49.590 

Kepulauan Meranti 48.500 42.250 

Pekanbaru 32.730 35.960 

Dumai 10.570 10.000 

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik 
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Dari data diatas terlihat bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu 

daerah yang mana memiliki jumlah penduduk miskinnya terbanyak di Provinsi 

Riau. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kampar 

turun 0,7% daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya-

upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar untuk terus mengentaskan 

kemiskinan bersama stakeholder yang ada. Dengan melakukan peningkatan 

sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi salah satu upaya yang bisa 

dilakukan oleh pemerintah. Pada saat ini pendidikan merupakan salah satu 

syarat yang harus diperhatikan di dalam dunia kerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2018) dalam artikel yang 

dibuatnya mengenai “Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap 

Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016” yang mana penelitian ini 

menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya terdapat 

beberapa penyebab meningkat dan menurunnya angka kemiskinan yakni 

pendidikan dan pengangguran. Pendidikan dan kemiskinan menjadi faktor yang 

saling berpengaruh. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan 

disuatu daerah dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak bisa 

mengenyam pendidikan. 

Dalam persoalan yang terjadi di Kabupaten Kampar dalam bidang 

pendidikan membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengambil 

langkah dalam membuat kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui 

BAZNAS Kabupaten Kampar telah membuat suatu gebrakan yang dinamakan 
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Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang diluncurkan pada tahun 

2018.  

Program ini didasari oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengoptimalan 

potensi dari penerimaan zakat sebagai salah satu pemasukan negara yang 

mampu untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat itu 

sendiri bertujuan untuk pengentasan kemiskinan hingga mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan pelayanan pemberdayaan zakat dan 

peningkatan pemanfaatan zakat secara efektif dan efesien (Nada Khairiyah, 

2021).   

Melalui regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah 

di BAZNAS Kabupaten Kampar, dan BAZNAS Kabupaten Kampar 

melaksanakan berbagai program tersebut dalam rangka pelaksanaan tugasnya 

sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah dengan mendistribusikannya kepada 

program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Hal 

inilah yang mendasari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 

dilaksanakan di Kabupaten Kampar.  

BAZNAS mengambil peran penting dalam menyelesaikan problematika 

yang terjadi di masyarakat. Dalam hal problematika yang banyak terjadi di 

masyarakat, seperti masalah kesehatan, kemiskinan, sosial, keagamaan hingga 

pendidikan, BAZNAS hadir sebagai salah satu solusi dalam membantu 
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memecahkan permasalahan tersebut. Keberadaan BAZNAS berperan sebagai 

pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga yang menghimpun dan 

mendistribusikan zakat.  

Zakat yang didayagunakan semata-mata tidak untuk pemenuhan 

kebutuhan konsumtif saja tetapi juga sebagai instrumen dalam peningkatan 

kualitas hidup melalui pemberian dana pendidikan yang dinamakan dengan 

zakat produktif. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu menjadi 

satu jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS 

Kabupaten Kampar menjadi salah satu program BAZNAS dalam 

pendayagunaan Sumber Daya Manusia.  

Tabel 1. 3 Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar 

Tahun   Jumlah Zakat yang Tersalurkan 

2020 Rp. 10.894.574.547 

2021 Rp. 11.955.590.240 

2022 Rp. 13.040.881.507 

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar  

Dari data diatas terlihat adanya peningkatan dalam penyaluran BAZNAS 

Kabupaten Kampar. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar 

benar-benar bergerak dalam membantu permasalahan yang sedang terjadi di 

masyarakat, baik bergerak dalam penghimpunannya dengan mengajak 

menunaikan kewajiban umat islam dalam menunaikan zakatnya dan 

menyalurkannya bagi orang-orang yang membutuhkan.  
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Sejatinya zakat sangat berperan penting dalam membantu menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Zakat yang menjadi kewajiban bagi umat islam bagi 

yang sudah mencapai hisabnya baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, yang 

keberkahannya dapat mensucikan harta bagi para muzakki dan menjadi 

pemerata serta keadilan sosial ekonomi.   

Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Kampar tidak hanya 

didistribusikan untuk program SKSS saja tetapi juga didistribusikan kepada 

program-program lain yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. 

BAZNAS Kabupaten Kampar mengeluarkan 5 program yakni Kampar Taqwa, 

Kampar Sehat, Kampar Cerdas, Kampar Makmur dan Kampar Peduli. Untuk 

program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini merupakan salah satu program 

dari Kampar Cerdas.  

Tabel 1. 4 Pendistribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga Satu 

Sarjana (SKSS) 

Tahun Besaran Anggaran 

2022 Rp. 374.220.000,- 

2023 Rp. 330.301.000,- 

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 

Dari data diatas terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan pada tahun 

2023 itu menurun, hal ini disebabkan oleh kebutuhan dari penerima 

beasiswanya. Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti melalui 

wawancara dengan ibu Yanti pada tanggal 9 Oktober 2023: 

“Untuk penerimaanya tidak dilakukan satu kali satu tahun, tetapi sesuai 

dengan Keputusan pimpinan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada 

pada tahun itu. Kami akan membuka penerimaan jika sudah ada 

mahasiswa yang sudah lulus kuliah atau sudah melewati batas beasiswa 
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nya yaitu semester 8. Kami memberikan beasiswa itu sampai semester 8 

ataupun lulus sebelum semester 8”  

Tabel 1. 5 Jumlah Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di 

Kabupaten Kampar 

Tahun 
Jumlah 

Penerima 
Rincian 

Jumlah 

Mahasiswa yang 

Sudah Lulus 

2018 36 Mahasiswa 7 – UNRI  36 Mahasiswa  

26 – UIN Suska 

Riau 

       1 – UMRI  

1 – AMIK Riau 

1 – UIN Imam 

Bonjol Padang 

2021 34 Mahasiswa  1 – UNRI 22 Mahasiswa 

16 – UIN Suska 

Riau 

2 – AMIK Riau 

2 - IAIN 

8 – Universitas 

Pahlawan 

2 - UIR 

1 – UNP 

1 – UIN 

Yogyakarta 

1 – Universitas 

Abdurrab 

2023 20 Mahasiswa  1 – Institut 

Kesehatan & 

Teknologi Al 

Insyirah 

- 

6 – UIN Suska 

Riau 

6 – Universitas 

Pahlawan 

3 – UIR 

3 – UMRI 

1 – STIE 

Bangkinang 

         Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar  
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Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak diluncurkannya program Satu 

Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pada tahun 2018 baru tiga kali pembukaan dan 

penerimaan dengan jumlah penerimaan yang berbeda. Ini membuktikan bahwa 

program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini tidak diberlakukan 

setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sumber biaya dari penerimaan 

beasiswa SKSS berdasarkan atas penerimaan zakat yang diterima oleh pihak 

BAZNAS Kabupaten Kampar. Sejak di launchingnya sudah 90 penerima 

manfaat dari beasiswa SKSS BAZNAS Kabupaten Kampar dan yang sudah 

lulus dari perkuliahan sudah 58 orang.  

Peningkatam mutu pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar 

menjadi tujuan dari Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Melalui 

wawancara dengan wakil IV BAZNAS Kabupaten Kampar Bapak Ridwan pada 

tanggal 9 Oktober 2023, S.H.I, M.H beliau mengatakan: 

“Tujuan dibuatnya program ini untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 

keluarga yang mampu di Kabupaten Kampar dengan adanya pendidikan 

sarjana di keluarganya, tentunya sesuai dengan nama program ini, 

ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu dan tidak mempunyai 

sarjana di keluarganya.”  

Uniknya dari program SKSS ini adalah sasaran dari program SKSS ini 

merupakan masyarakat Kabupaten Kampar yang berasal dari keluarga kurang 

mampu yang beragama islam dan juga di dalam keluarganya belum terdapat 

sarjananya. Bentuk dari program ini berupa beasiswa kepada siswa yang 

melanjutkan pendidikan tinggi dengan rincian pembayaran bantuan uang kuliah 

tunggal (UKT), living cost (biaya hidup yang ditentukan besarannya oleh 

BAZNAS Kabupaten Kampar), dan pembinaan. Beasiswa ini diberikan kepada 
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mahasiswa sampai semester 8 ataupun hingga lulus walaupun belum semester 

8.  

Penerimaan beasiswa SKSS ini juga dilalui oleh beberapa tahap, mulai dari 

penerimaan permohonan, seleksi administrasi, studi kelayakan dan wawancara.  

Gambar 1. 1 Alur Pendaftaran Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana 

(SKSS) 

 

Sebagaimana hal ini di sampaikan oleh Kabag Keuangan Ibu Yanti, S.E 

pada tanggal 9 Oktober 2023:  

“Untuk program SKSS ini, mahasiswa yang ingin mendaftar harus melalui 

prosedur dari kami. Yang pertama itu, mahasiswa harus membuat surat 

permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi. Setelah itu kami 

memverifikasi berkas mereka. Lalu ada ujian bagi pendaftar ini untuk 

melihat wawasan dan kemampuanya. Selanjutnya itu adalah studi 

kelayakan, studi kelayakan yang dimaksud disini, kami dari Tim BAZNAS 

Kabupaten Kampar akan mensurvey calon penerima ini, baik dari survey 

rumah, pekerjaan orang tua, atau pun ada sarjana atau tidak 

dikeluarganya. Dan ditahap terakhir itu adalah tahap wawancara”             

Dengan memiliki lebih banyak sarjana, masyarakat akan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan 

berkontribusi pada peningkatan taraf hidup keluarga dan perekonomian 

keluarga. Program SKSS yang menjadi salah satu solusi dari BAZNAS  

Nasional untuk menyelesaikan problematika pembiayaan pendidikan tinggi, 

walaupun begitu tidak semua BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota yang 

melakukan program ini. Dari BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya 

5 BAZNAS Kabupaten/Kota yang melakukan program serupa dengan salah 

Administrasi Ujian CAT
Survey

Kelayakan
Wawancara
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satunya BAZNAS Kabupaten Kampar.  Dari uraian diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “EVIDENCE BASED 

POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA 

(SKSS) OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR”.   

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang 

didapatkan adalah: 

1. Bagaimana evidence based policy dalam program Satu Keluarga Satu 

Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar? 

2. Apa faktor penghambat evidence based policy dalam program satu Keluarga 

Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak di capai oleh peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui evidence based policy Program Satu Keluarga Satu 

Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar; 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat evidence based policy dari Program 

Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis 

sebagai sumber data ataupun sumber informasi. Selain itu bisa 

memberikan manfaat baik peneliti maupun pembaca nantinya untuk 
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lebih dalam menambah wawasan mengenai evidence based policy 

dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Selanjutnya juga 

dapat menjadi suatu referensi nantinya bagi penelitian berikutnya.  

1.4.2. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk bahan evaluasi 

mengenai program yang telah dibuat oleh pemerintah terutama dalam 

program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten 

Kampar.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini secara keseluruhuan terdiri dari bab 

demi bab yang juga terdiri dari sub bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah,  

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan dalam 

penelitian, definisi konsep, konsep operasional, beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas dan 

kerangka berpikir.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

  peneliti dan mencakup perihal analisa data yang terdiri dari lokasi 

  dan waktu penelitian, jenis dan sumber penelitian, dan teknik  
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  pengumpulan data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

Bab ini menguraikan gambaran umum dari lokasi penelitian yakni  

Kabupaten Kampar.  

BAB V  :  HASIL PENELITAN  

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dengan 

metode yang telah ditetapkan dan pembahasan yang diperoleh dari 

jawaban atas pertanyaan penelitian dengan mendiskripsikan objek 

penelitian berdasarkan teknik analisis.  

BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh  

peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Kelbijakan publik telrdiri dari dua kata yaitu “kelbijakan” dan “publik”. Kata 

publik selndiri bisa artikan selbagai kata “umum”, artinya publik dikatakan 

selbagai banyak orang. Selorang ahli kelbijakan Jamels Andelrson yang dikutip 

olelh (Ravyansyah dkk, 2022) melngatakan bahwa kelbijakan itu suatu arah yang 

melmpunyai makna ataupun tindakan yang dilakukan olelh aktor dalam rangka 

melnangani problelmatika yang ada. Sellanjutnya Jonels melnyelbutkan kelbijakan 

melrupakan sikap dan tingkah laku yang teltap selrta telrjadi belrulang-ulang 

mellalui suatu usaha yang di pellopori olelh pelmelrintah dalam melmelcahkan 

pelrsoalam publik (Ravyansyah dkk, 2022).  

Kelbijakan yang dibuat tidak lain se lmata-mata untuk melnangani pelrsoalan-

pelrsoalan yang te lrjadi di masyarakat. Laswelll dan Kaplan yang dikutip ole lh 

(Anggara, 2012) melnjellaskan bahwa dalam pe lmelrintahan suatu ke lbijakan 

dijadikan se lbagai sarana untuk tujuan yang ingin dicapai se lrta pelnciptaan 

tujuan, nilai dan praktik dari suatu program (a projelcteld program of goals, 

valuels, and practicel). Se ljalan delngan itu Frieldrich melngatakan dalam suatu 

kelbijakan telrdapatnya be lbelrapa komponeln utama yakni te lrdapatnya tujuan 

(goals), sasaran (objelctivel) atau kelhelndak (purposel).  

Melnurut William Dunn yang dikutip ole lh (Pasolong, 2014) 

melngungkapkan pelngelrtian dari kelbijakan publik yaitu belrbagai macam pilihan 

yang melnjadi suatu rangkain dan pilihan itu dibuat ole lh para birokrat ataupun 
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lelmbaga yang me lmpunyai keltelrhubungan satu sama lain atas dasar tugas 

pelmelrintahan se lpelrti kelamanan, pe lrtahanan, e lnelrgi, Ke lselhatan, pe lndidikan, 

kriminalitas, kelseljahtelraan masyarakat dan lain-lain.  

Sellanjutnya, R. Thomas Dyel, Horn Meltelr (1987:3) melmbe lrikan pelndapat 

melngelnai kelbijakan publik yakni :  

“ …… public policy is whatelvelr govelrnmelnt choosel to do or not to do. Note l 

that wel arel focusing not only on govelrnmelnt action. But also on govelrnmelnt 

inaction, that is, what govelrnmelnt choosel; not to do. Wel contelnd that 

govelrnmelnt inaction can havel just a grelat an impact on socistry as 

govelrnmelnt action.” 

Pelndapat diatas me lngatakan bahwa kelbijakan tidak se llalu belrkaitan 

delngan tindakan dari pe lmelrintah saja. Namun diamnya pe lmelrintah telrhadap 

pelrmasalahan ataupun pe lrsoalan di kalangan publik juga dikatakan se lbagai 

kelbijakan publik. Sellanjutnya Jamels Andelrson dalam (Taufiqurokhman, 2014) 

melngungkapkan bahwa ke lbijakan publik adalah “a purposivel coursel of action 

followeld by an actor or selt of actors in delaling with a problelm or mattelr of 

concelrn” (Tindakan yang me lmpunyai keltelrkaitan melnjadi sutau rangkaian 

yang tidak telrlelpas pada pelncapaian tujuan diikuti dan se lorang atau se lkellompok 

pellaku selbagai pellaksana dalam rangka me lmelcahkan suatu pe lrmasalahan 

telrtelntu).  

Dari pelngelrtian kelbijakan publik, ada be lbelrapa poin pelnting agar bisa 

dipahami se lcara komprelhelnsif (Anggara, 2012):  

1. Kelbijakan publik : se lrangkaian ataupun seljumlah pilihan (selt of choosing) 

yang saling telrhubung antara satu de lngan yang lain lalu me llahirkan se lbuah 

kelputusan dalam rangka me lncapai sasaran/tujuan telrtelntu.  
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2. Pellaku kelbijakan : orang ataupun se lkumpulan orang bahkan organisasi yang 

sudah melmiliki pelran telrtelntu baik dalam pe lrumusan, pe lmbuatan, 

pellaksaan maupun pe lngawasan dan pelnilain kelbijakan, yang mana orang 

ataupun selkumpulan orang bahkan organisasi me lmpunyai pe lngaruh atas 

pelrkelmbangan pellaksanaan kelbijakan.  

3. Lingkungan kelbijakan : suatu kondisi yang me lnjadi latarbellakang dari 

keljadian yang melnjadi se lbab timbulnya pe lrmasalahan atau issuels yang 

telrdapat komponeln melmelngaruhi dan dipe lngaruhi olelh pe llaku kelbijakan 

dan olelh kelbijakan itu se lndiri.  

Sellain itu, dari pelngelrtian-pelngelrtian kelbijakan publik diatas, suatu 

kelbijakan publik dapat dikatakan idelal adalah (1) kelbijakan publik dilaksanakan 

dalam belntuk riil/nyata bukan untuk selkeldar dinyatakan saja, (2) kelbijakan 

publik baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan belrdasarkan kelpelntingan 

publik itu selndiri. 

Kelbijakan publik yang ada tidak te lrlelpas delngan prosels-prosels dalam 

pelmbuatanya. Prosels-prosels telrselbut dilakukan untuk me lmbuahkan ke lbijakan 

yang selsuai keladaan dan melmbuahkan kelbijakan publik yang baik. William N. 

Dunn melngungkapkan bahwa ada 5 tahapan dalam prose ls ke lbijakan publik 

yaitu:  

1. Tahapan pelnyusunan agelnda. Pelnyusunan agelnda dilakukan ole lh para 

peljabat publik delngan mellakukan pelnyusunan agelnda telrhadap 

pelrmasalahan yang ada. Pokok pe lrmasalahan/topik utama pe lrmasalahan 
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pada tahap ini tidak dibicarakan te lrlelbih dahulu namun masalah-masalah 

lain yang dibahas telrlelbih dahulu.  

2. Tahapan formulasi ke lbijakan. Pada tahap ini dimasukkanya pe lrmasalahan 

pokok yang kelmudian di tulis ole lh pelmbuat kelbijakan lalu dimunculkan 

altelrnatif-altelrnatif telrhadap pelrmasalahan yang ada.  

3. Tahapan adopsi kelbijakan. Tahap ini me lngangkat satu alte lrnatif telrbaik dari 

belrbagai pilihan altelrnatif yang tellah direlkomelndasikan. Altelrnatif telrbaik 

kelmudian diadopsi me lnjadi suatu kelbijakan yang telntunya adanya 

dukungan dari mayoritas le lgislativel, para konse lsus se lpelrti pimpinan atau 

adanya putusan pelradilan.  

4. Tahapan implelmelntasi ke lbijakan. Ke lbijakan yang te llah dibuat tidak hanya 

selkeldar dibuat saja tapi dilaksanakan pada kalangan publik. Ke lbijakan yang 

tidak dilaksanakan hanyalah ke lbijakan yang sia-sia. Ke lbijakan di 

implelmelntasikan olelh unit-unit administrasi yang me lnggelrakkan sumbelr 

daya manusia dan finansial.  

5. Tahapan elvaluasi kelbijakan. Pada tahap inilah ke lbijakan yang te llah dibuat 

dinilai apakah se lsuai ke lbijakan yang dibuat de lngan pelrmasalahan atau 

belrhasil dan tidak belrhasilnya suatu kelbijakan yang dikelluarkan.  

2.2 Evidence Based Policy atau Kebijakan Berbasis Bukti  

Kelbijakan (policy) melrupakan suatu pelrnyataan umum melngelnai suatu 

tujuan, sasaran dan kritelria untuk melmilih belbelrapa altelrnatif dan melmbelri 

pelngarahan. Dalam prose ls pelmbuatan ke lbijakan helndaknya me llihat kondisi 

yang selbelnarnya yang telrjadi di lapangan delngan melmpelrtimbangkan be lrbagai 
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faktor lingkungan kelbijakan. Ke lbijakan publik yang akan dilaksanakan 

haruslah melndapat dukungan dari masyarakat. Hal ini me lmbuat informasi, 

aspirasi dan data-data dari publik sangat dibutuhkan se lbagai bukti dalam prose ls 

pelmbuatan kelbijakan publik (Dunn, 2018).  

Bukti (elvidelncel) yaitu suatu pelndelkatan modelrn yang rasional dilihat dari 

hubungan selbab akibat selhingga mampu melmelcahkan masalah mellalui 

diagnosis dan pelngeltahuan yang akurat (Pawson, 2006). Bukti yang dimaksud 

disini tidak hanya belrasal dari hasil riselt ilmiah, studi ilmiah, kajian e lmpiris 

saja, mellainkan lelbih luas lagi melncakup pelndapat/pelrnyataan dari para ahli di 

bidangnya, baik yang belrasal dari lelmbaga riselt, pelrguruan tinggi, pe lrusahaan, 

maupun unit telrtelntu.  

Dalam jurnal “Collaboration Beltweleln Univelrsitiels and Govelrnmelnt in 

Relalizing Quality Policiels, (Elvidelncel-Baseld Policy)” yang ditulis olelh 

(Darniyus & Warsono, 2020) melngungkapkan bahwa telrdapat pelrbeldaan 

pelnggunaan bukti yang di ambil olelh para pelnelliti dan para pelngambil 

kelbijakan.  

  



 

 

24 

 

     Gambar 2. 1 Perbedaan Bukti Bagi Para Pengambil Kebijakan dan Para 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumbe lr: (Bachtiar, 2011) 

 
Melnurut (Sutcliffe & Court, 2005)  elvidelncel baseld policy adalah 

rangkaian meltodel yang melmbelrikan informasi telntang prosels kelbijakan yang 

tidak melmiliki tujuan selcara langsung namun melmpelngaruhi akhir tujuan dari 

suatu kelbijakan delngan adanya dorongan pada pe lndelkeltan yang le lbih 

sistelmatis, keltat dan rasional. Elvidelncel baseld policy selndiri be lrdasarkan alasan 

bahwa suatu kelputusan dari se lbuah kelbijakan didapatkan dari informasi telrbaik 

pada bukti yang ada selrta melmpunyai ke lrasionalan dalam analisisnya. Maka 

hasil yang lelbih baik didapatkan delngan kelbijakan yang melnggunakan 

pelndelkatan yang didasarkan pada bukti sistelmatis. Tony Blair melmbelrikan 

pandangnnya yang melnitikbelratkan data-data selbagai selbagai basis yang harus 

ada dalam prosels pelngambilan kelputusan (Helad B.W., 2014)   

  

  

  

  

  

  

  

  

Untuk pembuat kebijakan,  
Buktinya 

adalah: 
  

Umum sehari-hari   

Apa pun itu yang 

tampaknya 

rekevan    

Relevan dengan 

kebijakan  
  

Tepat waktu   

Pesan yang jelas    

Untuk para peneliti,  

Buktinya 

adalah: 
  

Ilmiah   

Terbukti   

Digerakkan 

secara teoritis    

Sepanjang waktu 

yang dibutuhkan     

Syarat &  
kualifikasi   
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Daviels, H., Nutlely, S., & Smith, P. (2000) melngatakan bahwa elvidelncel 

baseld policy  adalah all about public policy whelrel velsteld intelrelsts sprawl, and 

thel celntral issuel is thel compass and gelnelralizability of relselarch findings yang 

artinya selgala hal melngelnai kelbijakan publik di mana belrbagai kelpelntingan 

telrtuang dan isu utamanya selbagai pelnelntu arah tujuan dan pelnalaran selbagai 

telmuan pelnellitian (Janna et al., 2017). 

Sellanjutnya dalam modell elvidelncel baseld policy ini, sumbelr bukti-bukti ini 

dari bukti pelnellitian digunakan untuk melngisi dan melngidelntisikasi cellah-cellah 

yang ada selhingga melmudahkan dalam me lnyellelsaikan se lbuah pe lrmasalahan 

(Trisha Greenhalgh & Jill Russell, 2009). Hal ini belrarti bahwa pe lnellitian disini 

melnjadi suatu sumbelr informasi yang dibutuhkan ole lh policy markelr. Dalam 

modell ini, adanya hubungan langsung dan line lar antara bukti dan pilihan 

kelbijakan, bukti pelnellitian (elvidelncel) melnjadi se lbuah logical prosels seldangkan 

telchnical prosels diibaratkan olelh pelmbuatan kelbijakan (policy making), yang 

mana pelmbuat kelbijakan me lndelfinisikan masalah, me lngidelntifikasi apa yang 

dikeltahui, melngumpulksn bukti telrbaik yang ada dan me lmbuat pilihan 

kelbijakan (Eden & Wagstaff, 2021).  

Pelmbuatan elvidelncel baseld policy delngan pelnggunaan informasi dan 

pelnellitian yang didapatkan te lntang hasil dari suatu program agar ke lputusan 

yang ada di se lmua prose ls dapat telrarahkan delngan baik pada se lmua bagian 

pelmelrintahan. Se lhingga pada saat pe lngambilan kelbijakan dapat diide lntifikasi 

faktor kelbelrhasilan, faktor ke lselnjangan yang telrjadi, mellirik dari bukti 
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keltidakelfelktifan dari suatu program dan pada saat melmbahas me lngelnai 

anggaran dan kelbijakan helndaknya didukung olelh bukti.  

Pengambilan bukti tentunya berbeda-beda dalam setiap proses 

pengambilan kebijakan, hal ini menjadikan bahwa bukti di pergunakan untuk 

membantu menangani isu dapat di tangani dengan lebih spesifik.  

Tabel 2. 1 Komponen Proses Kebijakan dan Masalah Bukti Yang 

Berbeda 

Tahap 

Kebijakan 
Proses Masalah Bukti yang Berbeda 

Agenda 

Setting 

Kesadaran dan 

prioritas di 

berikan pada 

suatu masalah  

Kebutuhan bukti terletak pada proses 

mengidentifikasi masalah baru atau 

membangun bukti mengenai besarnya 

suatu masalah, agar pelaku kebijakan 

terkait menyadari bahwa masalah 

tersebut memang penting. Faktor kunci 

di sini adalah kredibilitas bukti tetapi 

juga cara bukti dikomunikasikan 

Perumusan  Ada dua kunci 

proses 

perumusan 

kebijakan, 

yartu 

menentukan 

opsi kebijakan 

dan memilih 

opsi yang 

disukai 

(Young dan 

Quinn, 2002: 

13-14) 

Untuk kedua tahap, pembuat kebijakan 

idealnya harus memastikan bahwa 

pemahaman mereka tentang situasi 

tertentu dan pilihan yang berbeda 

sedetail dan komprehensif mungkin- 

hanya dengan demikian mereka dapat 

membuat keputusan berdasarkan 

informasi tentang kebijakan mana yang 

akan diambil. Untuk melanjutkan dan 

menerapkan kegiatan dan hasil serta 

biaya yang diharapkan dan dampak 

intervensi, kuantitas dan kredibilitas 

evidence dianggap sangat penting 

Implementasi Praktik sebuah 

kegiatan  

Fokusnya adalah pada bukti operasional 

untuk meningkatkan efek keaktifan 

inisiatif. Ini dapat mencakup pekerjaan 

analitik serta pembelajaran sistematis 

seputar keterampilan teknis, 

pengetahuan ahli, dan pengalaman 

praktis. Penelitian tindakan dan proyek 

percontohan seringkali penting. 

Kuncinya adalah bahwa bukti tersebut 



 

 

27 

 

secara praktis relevan di seluruh 

konteks yang berbeda. 

Evaluasi  Memantau dan 

menilai proses 

Sebuah 

dampak atau 

intervensi 

Tujuan tahap ini adalah untul 

mengembangkan mekanisme 

pemantauan. Setelah itu. menurut 

Young dan Quinn (2002), prosedur 

evaluasi yang komprehensif sangat 

penting dalam menentukan efektivitas 

kebijakan yang diterapkan dan dalam 

memberikan dasar untuk pengambilan 

keputusan di masa depan. Dalam proses 

pemantauan dan evaluasi. penting untuk 

memastikan tidak hanya bahwa bukti 

tersebut objektif, menyeluruh dan 

relevan, tetapi juga bahwa bukti 

tersebut kemudian berhasil 

dikomunikasikan ke dalam proses 

kebijakan yang berkelanjutan 
Sumber: Pollart and Court dalam Evi Satispi, 2023 

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap proses tahapan kebijakan 

mempunyai kebutuhan bukti yang berbeda dengan melihat pertimbangan dan 

batas waktu kemungkinan  antara kebutuhan bukti untuk pertanyaan kebijakan 

yang mendesak dan untuk tujuan kebijakan strategis panjang. Penggunaan 

elvidelncel baseld policy pada sistelm pengambilan kebijakan untuk pelmantau 

pellaksanaan dan pelngukuran hasil utama dalam melningkatkan kine lrja program 

selcara telrus-melnelrus de lngan pelnggunaan informasi akan memberikan 

keuntuangan bagi pemerintah (Gary VanLandingham et al., 2014). Delngan 

melngambil pelndelkatan ini, pelmelrintah dapat: 

1. Melngurangi pelngelluaran yang boros. Informasi me lngelnai pilihan anggaran 

didapatkan mellalui pe lnggunaan bukti hasil program, program yang tidak 

elfelktif dapat diide lntifkasi dan dihilangkan olelh pelmbuat ke lbijakan, 

melmbelbaskan dana untuk pe lnggunaan lain; 
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2. Melmpelrluas program inovatif. Melngharuskan program baru dan be llum 

telruji melnjalani elvaluasi yang ke ltat melmbantu melnelntukan apakah me lrelka 

belkelrja dan melngide lntifikasi pelluang untuk me lnargeltkan pe lndanaan ke l 

inisiatif inovatif yang me lmbelrikan hasil yang lelbih baik kelpada pe lnduduk 

atau melngurangi biaya; 

3. Melmpelrkuat akuntabilitas. Me lngumpulkan dan mellaporkan data telntang 

opelrasi dan hasil program me lmbuatnya lelbih mudah untuk me lmelgang 

lelmbaga, manajelr, dan pelnyeldia belrtanggung jawab untuk hasil. 

Dalam konse lp elvide lncel baseld policy telrdapat belbelrapa komponeln-

komponeln yang be lrsumbelr dari Thel Pelw Chartibalel Trust and Mac Arthur 

Foundation pada tahun 2014 yaitu selbagai belrikut:  

1) Program Asselstmelnt atau pelnilaian program dalam me llaksakanan suatu 

kelbijakan melrupakan suatu cara untuk me lngidelntifikasikan e lfelktivitas dari 

suatu program telrselbut dalam melncapai targe lt dan tujuan dari ke lbijakan 

telrselbut dan melnjadi pe lnilaian dalam me lncapai sasaran yang te llah 

ditelntukan. 

2) Budgelt De lvellopmelnt, suatu indikator yang be lrkaitan de lngan pelmbuatan 

kelbijakan belrbasis bukti dalam prose ls pelnyusunan anggaran dan ke lputusan 

kelbijakan yang dilakukan se lcara sistelmatis.  

3) Implelmelntation Ovelrsight dalam pelngimplelmelntasian ke lbijakan pelrlu 

dilakukannya pelngawasan se lhingga program yang dilaksanakan dapat 

belrjalan delngan baik se lsuai delngan pelrumusan pelrelncanan dalam me lncapai 

tujuan dan sasaranya se lcara sistelmatis 
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4)  Outcomel Monitoring selbagai belntuk pelngukuran kelgiatan untuk me lngeltahui 

pelrmasalahan-pelrmasalahan yang te lrjadi dalam prosels pellaksanaan program 

telrselbut. 

5) Targelteld Elvaluation selbagai belntuk elvaluasi akhir telrhadap suatu program 

dalam rangka melnjamin pe llaksanaan program se lcara be lrkellanjutan yang 

dapat melmbelrikan hasil yang te lrbaik. 

2.3 Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS)  

BAZNAS melrupakan salah satu lelmbaga yang belrkeldudukan di ibu kota 

nelgara yang dibantu pada seltiap daelrahnya delngan pelnyelbaran 34 BAZNAS 

Provinsi, 463 BAZNAS Kabupateln/Kota, 28 Lelmbaga Amil Zakat Nasioanal 

dan 23 Lelmbaga Zakat Intelrnasional. Badan Amil Zakat Nasional atau 

BAZNAS adalah suatu lelmbaga relsmi yang satu-satunya dibelntuk pelmelrintah 

delngan belrdasarkan Kelputusan Prelsideln RI No. 8 Tahun 2001. Adapun tugas 

dan fungsi dari BAZNAS yaitu melnghimpun dan melndistribusikan Zakat, Infaq 

dan Seldelkah (ZIS) pada tingkatan nasional. Pelranan dari BAZNAS itu selndiri 

dipelrkuat lagi delngan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Telntang 

Pelngellolaan Zakat.  

Lahirnya undang-undang ini melnyatakan bahwa BAZNAS melnjadi 

lelmbaga pelmelrintah nonstruktural yang belrsifat mandiri dan belrtanggung 

jawab kelpada Prelsideln mellalu Melntelri Agama. BAZNAS melnghimpun dan 

melndistribusikan Zakat, Infaq dan Seldelkah (ZIS) dari para muzakki (orang yang 

melmbayar zakat) kelpada mustahik (orang pelnelrima zakat) yang melmbutuhkan 

mellalui program pelndistribusian dan pelndayagunaan yang telpat sasaran. Olelh 
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karelna itu, pelngellolaan zakat haruslah be lrdasarkan delngan asas syariat islam, 

amanah, kelmanfaatan, keladilan, kelpastian hukum, telrintelgrasi dan akuntabilitas 

dikawal pelnuh olelh BAZNAS belrsama pelmelrintah.  

Visi dari BAZNAS adalah “melnjadi lelmbaga utama melnyeljahtelrakan 

umat”. Adapun misi dari BAZNAS yaitu selbagai belrikut:  

1. Melmbangun BAZNAS yang kuat, telrpelrcaya dan modelrn se lbagai lelmbaga 

pelmelrintah non-struktural yang belrwelnang dalam pelngellolaan zakat; 

2. Melmaksimalkan litelrasi zakat nasional dan pe lngumpulan ZIS-DSKL se lcara 

massif dan telrukur; 

3. Melmaksimalkan pelnyaluran dan pelndayagunaan ZIS-DSKL untuk 

pelngelntasan kelmiskinan, kelseljahtelraan umat dan me lngurangi ke lselnjangan 

sosial; 

4. Melmpelrkuat kompeltelnsi, profelsionalismel, intelgritas dan ke lseljahtelraan 

amil zakat nasional se lcara belrkellanjutan; 

5. Modelrnisasi dan digitalisasi pe lngellolaan zakat se lcara nasional de lngan 

sistelm manajelmeln belrbasis data yang kokoh dan telrukur;  

6. Melmpelrkuat sistelm pelrelncanaan, pelngelndalian, pe llaporan, 

pelrtanggungjawaban, dan koordinasi pelngellolaan zakat se lcara nasional; 

7. Melmbangun kelmitraan antara muzakki dan mustahik de lngan se lmangat 

tolong-melnolong dalam kelbaikan dan keltakwaan; 

8. Melningkatkan sinelrga dan kolaborasi se lluruh pelmangku ke lpelntingan 

telrkait pelmbangunan zakat nasional;  

9. Belrpelran aktif dan me lnjadi pelrcontohan bagi gelrakan zakat dunia.  
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2.4 Program Satu Keluarga Satu Sarjana  

Dalam rangka melningkatkan mutu dalam pelngellolaan dan pelndistribusian 

zakat, maka zakat yang tellah ditunaikan telrselbut harus dikellola selsuai delngan 

syariat Islam. Agar bisa melncapai tujuan pelngellolaan zakat maka dibelntuk 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang belrkeldudukan di ibu kota nelgara, 

BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupateln/kota.  

Salah satu upaya lelmbaga zakat adalah melmpelrolelh dana tambahan 

mellalui melkanismel zakat untuk melngatasi kelkurangan dana dalam pelndidikan. 

Selbagian dana zakat yang ditujukan untuk fisabillah digunakan dalam 

pelmbiayaan pelndidikan yang melmbutuhkan tambahan dana. Dalam kontelks ini, 

lelmbaga zakat belrpelran pelnting dalam melngatasi masalah kelkurangan dana 

pelndidikan. 

Pelran ini sangat pelnting melngingat pelndidikan melmiliki pelran selntral 

dalam pelrkelmbangan sosial dan elkonomi masyarakat. Delngan melnyeldiakan 

dana pelndidikan, lelmbaga zakat belrkontribusi dalam melmbelrikan aksels yang 

lelbih baik kelpada masyarakat untuk melndapatkan pelndidikan belrkualitas 

selhingga dapat melmaksimalkan sumbe lr daya manusia yang ada dan me lnjadi 

pelndukung bagi pelrelkonomian se lcara kelselluruhan.   

BAZNAS melmpunyai program Satu Kelluarga Satu Sarjana (SKSS)  yang 

mana tujuan dari program telrselbut untuk melningkatkan aksels dan kelselmpatan 

kel jelnjang pelndidikan tinggi bagi melrelka yang anggota kelluarganya bellum ada 

selorangpun yang sarjana. Melngelnai belasiswa ini diungkapkan olelh (Nada 

Khairiyah, 2021) bahwa belasiswa melrupakan belntuk bantuan pelndidikan yang 
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ditujukan untuk melringankan biaya pelndidikan selkaligus melmbantu 

melmpelrbaiki tingkat pelndidikan bangsa kelluarganya telrgolong lelmah. 

Belasiswa SKSS ini di luncurkan pe lrtama kali ole lh Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) pada saat pe lringatan pelringatan 100 tahun hari 

kelbangkitan nasional, 24 Me li 2008. Be lasiswa ini disalurkan ke lpada 220 

mahasiswa di 22 PTAIN dari se lluruh Indonelsia dalam belntuk bantuan uang 

kuliah tunggal dan biaya hidup dari awal se lmelstelr sampai de lngan lulus. Tak 

hanya itu lulusan pe lnelrima be lasiswa SKSS ini dapat me lnjadi duta zakat pada 

masa yang akan datang .  

Delngan adanya progam belasiswa SKSS ini diharapkan seltiap kelluarga 

melmpunyai minimal satu orang sarjana. Program BAZNAS ini melrupakan 

program yang dilakukan dalam rangka melningkatkan pelngellolaan dan 

pelndistibusian zakat. BAZNAS melmpunyai siasatnya selndiri untuk 

melnyalurkan dana zakat kelpada mustahik yang ditujunya. Diantara banyaknya 

mustahik yang ditujukan olelh pihak BAZNAS, salah satu mustahik yang dipilih 

ialah mahasiswa yang belrasal dari golongan kurang mampu delngan alasan 

melrelka melmpellajari ilmu pelngeltahuan dan digolongkan pada orang yang 

belrjuang dijalan Allah Swt. 

Program SKSS melrupakan program yang belrfokus pada pelngelmbangan 

pelndidikan. Mellalui program BAZNAS ini diharapkan telrbukanya kelselmpatan 

yang lelbih luas lagi bagi masyarakat agar telrcapainya pelndidikan yang belrmutu. 

Program ini juga diharapkan bisa melningkatkan kelsadaran masyarakat akan 

pelntingnya gellar Sarjana dizaman globalisasi ini. 
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Belrkelnaan delngan program belasiswa SKSS ini, agar nantinya bisa 

melmpelrolelh belasiswa telrselbut, Adapun pelrsyaratannya, selbagai belrikut:   

a. Belragama Islam, 

b. Asnaf Fii Sabilillah,  

c. Telrgolong Miskin dibuktikan delngan Surat Keltelrangan Tidak Mampu dari 

Delsa/Kellurahan (delngan masa belrlaku 6 (elnam) bulan), 

d. Masyarakat Kabupateln Kapar yang ditandai delngan KTP dan KK 

e. Melngisi pelrmohonan yang diseldiakan selrta ditandatangani olelh pelmohon, 

f. Kelluarga telrselbut bellum ada yang sarjana,  

g. Tellah ditelrima di PTN dan PTS yang delngan mellampirkan SKL (Surat 

Keltelrangan Lulus) dari PTN dan PTS telrselbut, 

h. Siswa/Siswi belrprelstasi (masuk 10 belsar) yang dibuktikan delngan foto copy 

raport SMA,  

i. Photo 3x4 hanya sellelmbar,  

j. Melngisi surat pelnyataan dan siap be lrpartisipasi dalam ke lgiatan yang 

nantinya diadakan ole lh BAZNAS Kabupateln Kampar selbafai belntuk kelsiap 

seldia melnjadi rellawan (volunte lelr) BAZNAS Kabupate ln Kampar,  

k. Siap melntaati pelraturan dan binaan yang dibuat olelh BAZNAS yang 

dibuktikan delngan surat pelrnyataan,  

l. Indelks Prelstasi (IP) minimal 3,00 pada seltiap selmelstelr yang dibuktikan 

delngan KHS,  

m. Pelmutusan belasiswa Apabila Indelks Prelstasi (IP) tidak melncapai 3,00 

disalah satu selmelstelrnya,  

n. Status tidak melnelrima belasiswa lain,  

o. Apabila orang tua melninggal atau celrai maka harus dilelngkapi delngan 

dokumelnnya,  

p. Apabila ayah tidak jellas kelbelradaannya maka harus mellelngkapi delngan 

pelrnyataan yang harus dikeltahui olelh aparat pelmelrintah seltelmpat,  

q. Melncantumkan No. HP yang aktif. 
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2.3 Pandangan Islam 

Program Satu Kelluarga Satu Sarjana (SKSS) yang di kelluarkan olelh 

BAZNAS Kabupateln Kampar ditujukan kelpada masyarakat yang kurang 

mampu agar mampu mellanjutkan kel pelndidikan yang lelbih tinggi selhingga 

dapat melningkatkan skill dan keltelrampilan guna melnseljahtelrakan kelluarganya. 

Dalam Islam pelndidikan melnjadi hal yang sangat pelnting, selbagaimana ayat al 

qur’an yang pelrtama kali diturunkan kelpada nabi Muhammad SAW adalah kata 

baca. Wahyu yang pelrtama kali diturunkan adalah Q.S Al-‘Alaq ayat 1-5: 

قََۚ 
َ
ذِيْ خَل

َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
َۚ  ١اِقْرَأ ق 

َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
اِن
ْ
قَ ال

َ
 وَرَبُّكَ  ٢خَل

ْ
ُۙ   اِقْرَأ رَم 

ْ
ك
َ
ا
ْ
 ٣ال

مُِۙ  
َ
قَل
ْ
مَ بِال

َّ
ذِيْ عَل

َّ
مْْۗ  ٤ال

َ
مْ يَعْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
اِن
ْ
مَ ال

َّ
  ٥عَل

Artinya : “Bacalah de lngan me lnyelbut nama Tuhanmu yang me lnciptakan. 

Dia tellah me lnciptakan manusia dari se lgumpal darah. Bacalah dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang me lngajar (manusia) de lngan pelna. 

Dia me lngajarkan manusia apa yang tidak dikeltahuinya”.  

Dari ayat diatas dapat kita ambil kelsimpulan bahwa Islam tellah 

melngajarkan kelpada umat manusia mellalui wahyu yang ditelrima olelh Nabi 

Muhammad SAW bahwa hal yang melndasar bagi umat manusia adalah 

pelndidikan. Dan sudah lama bahwa Islam melndorong kita untuk litelrasi dan 

telrus melnuntut ilmu delngan pelndidikan.  

Delngan adanya pelndidikan akan melnambah ilmu dan wawasan yang ada 

dalam diri manusia. Seltiap manusia melmpunyai kellelbihan dan kelkurangan 

yang takkan pelrnah telrpisahkan. Bakat-bakat dan keltelrampilan yang ada di 

dalam diri haruslah dikelmbangkan dan dikelluarkan potelnsi nya selhingga dapat 

dimanfaatkan dalam kelbelrlangsungan hidup (Samsudin, 2019).  

Selbagaimana Allah SWT juga belrfirman dalam Q.S Az-Zukruf/43:32 : 
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حَيٰو
ْ
مْ فِى ال عِيْشَتَه  مْ مَّ ن  قَسَمْنَا بَيْنَه  حْ

َ
كَْۗ ن ِ

وْنَ رَحْمَتَ رَب  مْ يَقْسِم  ه 
َ
نْيَاُۙ  ةِ ا                   الدُّ

يَتَّخِذَ  ِ
 
مْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجٰت  ل خْرِيًّا ْۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَه  مْ بَعْضًا س  ه   بَعْض 

وْنَ  مَع  ا يَجْ كَ خَيْرٌ مّ َِّ ِ
   ٣٢وَرَحْمَت  رَب 

Artinya: “Apakah me lrelka yang me lmbag-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami 

tellah me lnelntukan antara me lrelka pelnghidupan me lrelka dalam kelhidupan 

dunia dan kami te llah me lninggikan se lbagian atas me lrelka se lbagian yang 

lain belbelrapa delrajat, agar selbagian melrelka dapat me lmanfaatkan 

selbahagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu le lbih baik dari apa yang 

melrelka kumpulkan”.  

Program Satu Kelluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupateln Kampar yang 

melmbelrikan belasiswa kelpada putelra dan putelri Kabupateln Kampar untuk dapat 

melnelmpuh pelndidikan yang lelbih tinggi lagi. Telntunya ini sangat belrbanding 

lurus delngan ajaran Islam yang mana pelndidikan atau melnuntut ilmu melnjadi 

hal yang pelnting untuk dilakukan. 

Sumber pembiayaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini 

berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. 

Yang mana zakat merupakan kewajiban bagi umat islam dan sangat dianjurkan 

untuk dilakukan. Kewajiban membayar zakat tentunya tidak hanya seruan 

semata tetapi Allah SWT telah menyerukan, sebagaimana terdapat dalam Q.S 

Al-Baqarah/2:43: 

وْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ  ع 
َ
وةَ وَارْك

ٰ
وا الزَّك ت 

ٰ
وةَ وَا

ٰ
ل وا الصَّ قِيْم 

َ
   ٤٣وَا

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta 

orang-orang yang rukuk.” 

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat 

Islam. Anjuran untuk mengeluarkan zakat ini tidak hanya tertuju pada zakat 

fitrah yang selalu dilakukan pada bulan Ramadhan saja, akan tetapi adanya 

zakat mal/zakat harta yang diberlakukan juga kepada umat muslim yang 

memenuhi ketentuannya. Zakat bukan menjadikan harta kita berkurang, namun 
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menjadikan harta kita lebih berkah dan di ridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana 

Allah SWT menerangkan dalam firmannya Surat At-Taubah ayat 103:  

يْهِمْْۗ  
َ
ِ عَل

 
يْهِمْ بِهَا وَصَل ِ

 
زكَ مْ وَت  ه  ر  طَه ِ

مْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت 
َ
ذْ مِنْ ا  خ 

مْْۗ وَاللّّٰٰ  سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ   ه 
َّ
نٌ ل

َ
وتَكَ سَك

ٰ
   ١٠٣اِنَّ صَل

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Dari penjelasan ayat diatas bahwasanya zakat menjadi salah satu cara 

dalam membersihkan dan mensucikan harta. Zakat menjadi salah satu peranan 

penting dalam kemasyarakatan yang mampu berkembang sesuai perkembangan 

umat manusia (Riwayati & Hidayah, 2018). Peranan ini menjadikan zakat 

sebagai zakat produktif yang dapat turut andil dalam upaya pengentasan 

kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat dan dapat menstabilkan 

perekonomian baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Dengan adanya 

zakat dapat menghilangkan batas antara si kaya dan si miskin karena pada 

dasarnya zakat dapat mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia.  

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Jurnal  Hasil Penelitian  Perbedaan 

1.  Nada Khairiyah, 

Zulkarnaini, 2021 

“Elfelktivitas 

Pe llaksanaan 

Program Satu 

Ke lluarga Satu 

Be lrdasarkan dari 

pe lmbahasan pelne llitian 

bahwa ke le lfelktifan Program 

Satu Kelluarga Satu Sarjana 

olelh BAZNAS Kabupateln 

Kampar dalam 

Pe lrbeldaan dari jurnal ini 

de lngan pelne llitian telrdapat 

pada konselp yang 

digunakan olelh pelneliti  

yaitu pelne lliti melnggunakan 

konse lp elvidelnce l base ld 



 

 

37 

 

Sarjana olelh 

BAZNAS 

Kabupateln 

Kampar” 

Jurnal Birokrasi & 

Pe lmelrintah 

Dae lrah, Vol. 3, 

No. 3 

pe llaksanaanya sudah be lrjalan 

elfelktif delngan adanya 

ke lselsuaian relncana bahwa 

masyarakat Kabupateln 

Kampar tellah melnge ltahui dan 

telrse lbar luas dikalangan 

masyarakat selhingga dapat 

melmbantu masyarakat untuk 

melnjalani kelhidupan yang 

lelbih baik.  

policy dalam melne lliti objelk 

yang sama.  

2.  Julianto Akbar, 

Muhammad 

Syaifuddin, Turi 

Andriani, 2019 

“Manajelmeln 

Pe lmbiayaan 

Pe lndidikan pada 

Program Satu 

Ke lluarga Satu 

Sarjana di 

BAZNAS 

Kabupateln 

Kampar” 

Intructional 

De lve llopmelnt 

Journal (IDJ), Vol. 

2, No. 2, Hal. 105-

113 

Pelne llitian ini melnjellaskan 

sumbelr dana dan pelnge llolaan 

bagi pelmbiayaan dalam 

program Satu Kelluarga Satu 

Sarjan (SKSS) di Kabupate ln 

Kampar, yang mana 

pe lnge llolaannya sudah baik, 

dimulai dari pelrelncanaan 

hingga pelngawasan.  

Pe lrbeldaan jurnal ini delngan 

pe lne llitian yaitu pe lne lliti 

melnggunakan konse lp 

e lvidelnce l baseld policy untuk 

melne llaah objelk yang sama.  

3.  Nofiardi Syarif, 

e lt.al, 2021 

“Stratelgi 

Komunikasi 

Pelne llitian ini 

melngungkapkan stratelgi 

komunikasi yang dilakukan 

olelh Pelmelrintah Kota 

Pe lrbeldaanya telrdapat pada 

lokasi yang dilakukan 

pe lne lliti delngan konse lp 
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Pe lmelrintah Kota 

Pariaman Pada 

Program Satu 

Ke lluarga Satu 

Sarjana” 

Jurnal 

Komunikasi 

Global, Vol. 10, 

No. 1 

Pariaman dalam pellaksanaan 

Program Satu Kelluarga Satu 

Sarjana delngan be lntuk 

sosialisasi langsung yakni 

be lrdialog dan wawancara 

breltugas di lapangan dan 

komunikasi lain yang 

digunakan adalah de lngan 

melnggunakan meldia luar 

ruang, welbsitel pelmelrintah, 

portal onlinel selrta meldia 

sosial.  

yang belrbe lda yaitu delngan 

e lvidelnce l baseld policy.  

4.  Ananda 

Haniyuhana, Agus 

Widiyarta, 2023 

“Pe lne lrapan 

Elvidelnce l Baseld 

Policy dalam 

Implelmelntasi 

Program Smart 

Villagel” Jurnal 

Ke lbijakan Publik, 

Vol. 14, No. 1 

Pelmelrintah Kabupateln 

Batang melnge lmbang 

program Smart Villagel 

de lngan upaya digitalisasi 

pe lmbangunan delsa Limpung. 

Dalam implelmelntasi program 

ini pelrmasalahan yang telrjadi 

be lrkaitan delngan konse lp 

elvidelnce l baseld policy adalah 

pe lrsoalan te lntang 

pe lnge lmbangan anggaran dan 

sumbelr daya yang te lrlibat 

be lrkaitan delngan pelnilaian 

program. Se lcara 

ke lselluruhannya pada 

pe lngimplelme lntasianya 

melnurut konselp elvidelnce l 

baseld policy sudah be lrjalan 

elfelktif delngan adanya inovasi 

Pe lrbeldaan delngan yang 

dilakukan olelh pelne lliti 

telrdapat pada objelk yang 

ditelliti, yaitu pelne llitian 

yang dilakukan pelne lliti 

be lrkaitan delngan 

pe lrmasalahan pelndidikan.  
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telrbaru yang selsuai de lngan 

pe lnge lmbangan telknologi.  

Sumber: Olahan Peneliti, 2023 

2.5 Definisi Konsep  

Adapun konselp yang didapatkan olelh pelnelliti untuk melnghindari 

kelraguan selhingga dipelrlukan pelnelgasan istilah, pelnelgasan istilalah telrselbut 

adalah selbagai belrikut: 

1. Kelbijakan Publik: Se lgala tindakan yang dilakukan ole lh para pelmbuat 

kelbijakan yang mellahirkan se lbuah putusan dalam rangka pe lnyellelsaian 

masalah yang melmbelrikan dampak kelpada publik.  

2. Elvidelncel baseld policy: Prosels pelmbuatan kelbijakan yang mana di se ltiap 

tahap-tahap prosels pe lmbuatan kelbijakan dise llimuti olelh bukti-bukti yang 

dapat belrasal dari pe lnellitian/pelndapat para ahli/data-data yang akurat. 

Indikator elvidelncel base ld policy melnurut Thel Pelw Chartibale l Trust and Mac 

Arthur Foundation pada tahun 2014 melnyatakan se ltidaknya ada 5 

komponeln yang telrcantum didalamnya yaitu:  

a. Program Asselstmelnt (Penilaian Program) 

b. Budgelt Delvellopmelnt (Pengembangan Anggaran) 

c. Impellelmelntation Ovelrsight (Pengawasan Pelaksanaan) 

d. Outcamel Monitoring (Pemantauan Hasil) 

e. Targelteld Elvaluation (Evaluasi yang di Targetkan) 

 

3. Program Satu Ke lluarga Satu Sarjana (SKSS): Program belasiswa dalam 

rangka melmbantu untuk me llanjutkan jelnjang pelndidikan ke l pelrguruan 

tinggi yang sasaranya be lrasal dari kelluarga kurang mampu dan tidak 

melmpunyai sarjana pada ke lluarganya di Kabupate ln Kampar yang program 
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ini dikelluarkan olelh BAZNAS Kabupate ln Kampar se lbagai imple lmelntasi 

dari salah satu program Kampar Celrdas BAZNAS Kabupate ln Kampar. 

2.6 Konsep Operasional 

Adapun konse lp opelrasional yang digunakan ole lh pelnelliti dalam rangka 

melmpelmudah melnganalisa yaitu se lbagai belrikut:  

Tabel 2. 3 Konsep Operasional 

Variabell Indikator Sub Indikator 

Komponeln Elvidelncel 

Baseld Policy (Thel Pelw 

Chartibalel Trust and 

Mac Arthur Foundation, 

2014),  

Program Asselstmelnt 

(Penilaian Program) 

- Tujuan Program SKSS 

- Pelnilaian pellaksanaan 

program SKSS 

Budgelt Delvellopmelnt 

(Pengembangan 

Anggaran) 

- Sumbelr anggaran 

program SKSS 

- Pendistribusian 

Program SKSS 

Implelmelntation 

Ovelrsight 

(Pengawasan 

Pelaksanaan) 

- Lelmbaga yang 

melngawasi program 

SKSS  

- Pellaksanaan yang 

selsuai delngan 

pelrelncanaan  

Outcamel Monitoring 

(Pemantauan Hasil) 

- Pihak yang melngawasi 

pelnelrima belasiswa 

SKSS 

- Kendala yang dihadapi 

dalam program SKSS 

Targelteld Elvaluation  

(Evaluasi yang 

Ditargetkan) 

- Pelaksanaan Evaluasi 

- Program belrkellanjutan 

Sumber: Olahan Peneliti, 2023 
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2.7 Kerangka Berfikir 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

Evidence based policy (EBP) Program 

Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh 

BAZNAS Kabupaten Kampar 

Evidence based policy (EBP) Dalam 

Program Satu Keluarga Satu Sarjana 

(SKSS)  

Hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan evidence based 

policy Program Satu Keluarga 

Satu Sarjana (SKSS) 

Ada 5 komponen dalam evidence based 

policy: 

a. Program Assestment 

b. Budget Development 

c. Implementation Oversight 

d. Outcame Monitoring 

e. Targeted Evaluation  

Penerapan konsep evidence based 

policy dalam pelaksanaan Program Satu 

Keluarga Satu Sarjana (SKSS)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk melndapatkan hasil dari pelnellitian ini, pelnelliti mellakukan pelnellitian 

di Kabupateln Kampar, Provinsi Riau. Secara umumnya penelitian ini di lakukan 

pada Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar. Pelnellitian ini akan dilakukan dari 

bulan Oktobelr Tahun 2023 sampai delngan Maret 2024.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jelnis Pelnellitian 

Jelnis pelnellitian yang dilakukan adalah pelnellitian kualitatif delngan 

melnggunakan meltodel delskriptif. Melnurut Bogdan dan Taylor yang dikutip 

olelh  (Abdussamad, 2016) pelnellitian kualitatif melrupakan proseldur 

pelnellitian yang melnghasilkan data delskriptif belrupa kata-kata telrtulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelrilaku yang dapat diamati,  pelndelkatannya 

diarahkan pada latar dan individu selcara holistic. Dengan metode deskriptif 

penelitian ini menggambarkan suatu gejala atau kejadian yang terjadi saat ini 

dengan mencoba mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakukan 

khusus. 

3.2.2 Sumbelr Data  

 Melnurut Muhammad Idrus data melrupakan selgala informasi melngelnai 

felnomelna-felnomelna yang ada hubungannya delngan pelnellitian. Melnurutnya 

tidak selmua hal informasi ataupun keltelrangan yang ada melrupakan data 
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pelnellitian teltapi hanya selbagian saja yang belrkaitan delngan pelnellitian. 

Adapun sumbelr data pelnellitian ini telrdiri atas data primelr dan data selkundelr.  

Adapun sumbelr data yang digunakan olelh pelnelliti adalah: 

a. Data prime lr adalah data yang langsung dikumpulkan ole lh pelnelliti dari 

sumbelr pelrtamanya. Dalam hal ini pe lnelliti melndapatkan data prime lr 

mellalui tahap obse lrvasi dan wawancara se lcara langsung ke lpada para 

informan pelnelliti.  

b. Data se lkundelr adalah data yang didapatkan dari sumbe lr selcara tidak 

langsung selpelrti dari dokume ln, laporan, artikell, foto dan se lbagainya 

yang sangat me lmbantu pelnellitian ini. Se lhingga data se lkundelr 

digunakan selbagai pe lndukung informasi dari data prime lr.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Obselrvasi  

Obselrvasi adalah suatu cara dalam pelngumpulan data yang dilakukan 

mellalui kunjungan dan pelngamatan selcara langsung ataupun tidak langsung 

untuk melngamati pelrmasalahan yang telrjadi. Obelrvasi dilakukan untuk 

mellihat gambaran umum melngelnai pelrmasalahan yang selsuai delngan tujuan 

pelnellitian, seltellah itu baru direlncanakan dan dicatat selcara telrsusun olelh 

pelnelliti untuk masuk kel tahap sellanjutnya. Dalam hal ini pelnelliti melngamati 

bagaimana elvidelncel baseld policy dalam pellaksanaan program Satu Kelluarga 

Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupateln Kampar.  
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara suatu meltodel pelngumpulan data mellalui prosels tanya jawab 

selcara langsung delngan pihak yang belrsangkutan melngelnai pelnellitian untuk 

melndapatkan data yang selsuai delngan pelnellitian. Wawancara dilakukan 

delngan belrtatap muka selcara langsung antara pelwawancara delngan orang-

orang yang diwawancarai yang kelgiatannya dilakukan selcara lisan. 

3.3.3 Dokumelntasi  

Dokumelntasi melrupakan pelngumpulan data yang digunakan untuk 

melndapatkan data-data yang dipelrlukan dalam mellelngkapi data-data 

pelnellitian. Dokumelntasi dapat belrsumbelr dari artikell jurnal, buku-buku, foto, 

videlo dan naskah lainnya selbagai belntuk dukungan informasi telrhadap 

pelnellitian.  

3.4 Informan Penelitian  

Dalam suatu pelnellitian yang melnggunakan pelnellitian kualititatif 

pelmilihan informan melrupakan suatu hal yang pelnting karelna data yang 

nantinya didapat melnjadi informasi yang akan diolah dan di analisis 

belrdasarkan dari informasi pelnelliti. Untuk untuk mendapatkan informan di 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2016:85) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, metodologi pengambilan sampel secara acak 

dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu.  

Adapun informan pelnellitian ini telrdiri kely informan dan informan 

pelndukung.  
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Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

NO. INFORMAN PENELITIAN Jumlah  

1.  Pelgawai BAZNAS Kabupateln Kampar 3 Orang 

2.  Pelgawai Pe lmelrintah Kabupate ln 

Kampar 
3 Orang 

3.  Mahasiswa Pe lnelrima Belasiswa SKSS 5 Orang 

Total 11 Orang 

Sumbelr: Data Olahan Pe lne lliti Tahun 2023 

3.5 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Pelngumpulan Data  

Pelngumpulan data melrupakan prosels pelngumpulan data yang didapatkan 

dari wawancara dan dokumelntasi. Wawancara dilakukan olelh pelnelliti kelpada 

informan dan dokumelntasi belrasal dari dokumeln-dokumeln melndukung 

pelnellitian selpelrti dokumeln dari BAZNAS.  

3.6.2 Relduksi Data  

Relduksi data melrupakan pelrangkuman data delngan melmilih hal pokok 

selhingga dapat dipilih apa saja yang pelnting dan dibutuhkan yang dapat 

melmbelrikan gambaran yang jellas dan melmpelrmudah bagi pelnelliti untuk 

mellakukan pelngumpulan data pada tahap sellanjutnya.  

3.6.3 Pelnyajian data  

Data yang sudah dipelrolelh dikellompokkan melnjadi belbelrapa kellompok 

yang selsuai delngan pokok pelrmasalan delngan tujuan mellihat hubungan data 

satu delngan yang lain ataupun informais lainnya. Pelnyajian data yang 

dilakukan guna untuk melnjadi gambaran dalam pelnarikan kelsimpulan.  



 

 

46 

 

3.6.4 Pelnarikan Kelsimpulan  

Tahap telrakhir adalah pelnarikan kelsimpulan selbagai hasil pelnellitian 

yang disajikan dan dianalisis delngan baik dalam rangka melnjadwab fokus 

pelnellitian. Kelsimpulan juga selbagai tinjauan telrhadap data pelnellitian yang 

harus diuji kelbelnarannya dan kelcocokannya selbagai validasinya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

4.1 Kabupaten Kampar 

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar 

Pembentukan suatu wilayah tidak terlepas dengan sejarah yang 

menyelimutinya, begitu juga dengan wilayah Kabupaten Kampar. 

Kabupaten Kampar terbentuk dengan beberapa proses yang telah dilalui 

begitu panjang yakni dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Militer 

Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, yang dikeluarkan pada tanggal 

9 November 1949. Dahulunya Kabupaten Kampar menjadi salah satu 

daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewadenan Pelalawan, 

Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota 

Pekanbaru.  

Resminya Kabupaten Kampar itu baru disahkan pada tanggal 6 

Februari 1950 dan diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Kampar. Hal 

ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 

tentang Penetapan Kabupaten Kampar, yang dengan begitu Kabupaten 

Kampar berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Selain 

itu Kabupaten Kampar juga telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, 

dan pemerintahan yang sah. Tentunya peresmian ini juga didukung oleh 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi 

Daerah Kabupaten Kampar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 

Tengah.  
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Di tetapkannya Hari Jadi atau Hari Lahir Kabupaten Kampar pada 

tanggal 6 Februari 1950 ini, dengan di peringatinya setiap tahun juga di 

tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar 

Nomor 02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan 

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 

kpts.06/11/1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 1999 serta di 

undangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 15 Februari 1999.  

Awalnya ibukota dari Kabupaten Kampar adalah Pekanbaru, namun 

sejak tahun 1956 terjadi pemindahan ibukota dari Pekanbaru ke Bangkinang 

yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956. Beriring 

dengan waktu berjalan pada saat era reformasi adanya pemekaran daerah 

Kabupaten Kampar ini menjadi 3 kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dengan didasarkan pada 

pembentukan daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau. Terjadinya 

pemekaran daerah di Kabupaten Kampar membuat yang awalnya terdiri dari 

19 Kecamatan menjadi 8 kecamatan saja. Seiring berjalannya waktu, 

pemekaran terus berlanjut baik dari kecamatan ataupun desa/kelurahan yang 

hingga saat ini Kabupaten Kampar mempunyai 21 kecamatan, 8 kelurahan 

dan 242 desa. 

Sejak di sahkan Kabupaten Kampar pada tahun 1950, tentunya sudah 

banyak pergantian jabatan Bupati yang awalnya pada tanggal 1 Januari 1950 

dengan penunjukkan Bupati Kampar pertama dalam rangka pengisian 
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kekosongan pemerintah karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah 

Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar yakni Datuk Wan Abdul 

Rahman. Kepemimpinan Kabupaten Kampar sejak sekarang ini masih di 

pimpinan oleh Penjabat (PJ) yakni Hambali, S.H., MBA., M.H.  

4.1.2 Keadaan Lokasi Kabupaten Kampar 

Luas wilayah kabupaten Kampar 11.289,28 Km2 yang saat ini 

mempunyai 21 kecamatan yang terdiri dari Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, 

Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar 

Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, 

Bangkinang, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak 

Hulu, dan Perhentian Raja.  

Dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kampar, sebesar 12,10% 

merupakan besaran luas wilayah kecamatan Tapung, yang mana kecamatan 

tapung menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Kampar. Dan sebesar 

0,68% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kampar adalah wilayah 

Kecamatan Rumbio Jaya yang mana ini menjadi kecamatan yang terkecil.  

Secara letak astronomisnya, Kabupaten Kampar terletak antara  

01°00’40”  lintang  utara  sampai 00°27’00” lintang selatan dan 100°28’30” 

– 101°14’30” bujur timur. Sedangkan letak secara geografisnya, kabupaten 

Kampar berbatasan dengan beberapa kabupaten dan provinsi lain.  

Batas Utara: Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak 

Batas Selatan: Kabupaten Kuantan Singingi 

Batas Barat: Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat 
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Batas Timur: Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak 

Tabel 4. 1 Nama dan Luas Wilayahnya per-Kecamatan di 

Kabupaten Kampar 

Nama Kecamatan Ibukota 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

Kampar Kiri Lipat Kain 915,33 km 

Kampar Kiri Hulu Gema 1.301,25 

Kampar Kiri Hilir Sungai Pagar 759,74 

Gunung Sahilan Gunung Sahilan 597.97 

Kampar Kiri Tengah Simalinyang 330,59 

XIII Koto Kampar Batu Bersurat 732,40 

Koto Kampar Hulu Tanjung 674,00 

Kuok Kuok 151,41 

Salo Salo 207,83 

Tapung Petapahan 1.356,97 

Tapung Hulu Sinama Nenek 1.169,15 

Tapung Hilir Kota Garo 1.013,56 

Bangkinang Kota Bangkinang 177,18 

Bangkinang Muara Uwal 253,50 

Kampar Air Tiris 136,28 

Kampa Kampar  173,08 

Rumbio Jaya Teratak 76,92 

Kampar Utara Sawah 79,84 

Tambang Sungai Pinang 371,94 

Siak Hulu  Pangkalan Baru 689,80 

Perhentian Raja Pantai Raja 111,54 

                 Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024 

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar terhitung sampai tahun 2023 ini 

sebanyak 860.379 jiwa 

.  
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Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk per-Kecamatan Di Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024 

 

Jenis produksi tanaman pangan menurut komiditi di kabupaten Kampar 

adalah padi, jagung,kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar 

dan talas. Jenis produksi Perkebunan adalah sawit, kelapa, karet, kakao, 

gambir, pinang. Jenis Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kampar 

terdapat pada bidang kuliner, fashion, pendidikan, berdagang, jasa, 

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 

Penduduk 

Kampar Kiri 36.252 1,93 

Kampar Kiri Hulu 11.441 0,65 

Kampar Kiri Hilir 14.566 3,31 

Gunung Sahilan 21.752 0,87 

Kampar Kiri Tengah 29.081 0,78 

XIII Koto Kampar 24.646 1,03 

Koto Kampar Hulu 20.536 -1,05 

Kuok 26.816 1,46 

Salo 27.448 1,31 

Tapung 106.454 2,19 

Tapung Hulu 82.051 0,78 

Tapung Hilir 59.619 0,31 

Bangkinang Kota 39.085 0,16 

Bangkinang 35.867 0,45 

Kampar 53.630 0,81 

Kampa 25.239 1,10 

Rumbio Jaya 19.151 0,17 

Kampar Utara 19.625 0,51 

Tambang 90.797 5,14 

Siak Hulu  95.789 2,01 

Perhentian Raja 20.507 1,18 



 

 

52 

 

otomotif, agrobisnis, industry. Paling tinggi berdagang dan yang kedua 

bidang kuliner dan bidang pendidikan paling kecil.  

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kampar 

Visi Kabupaten Kampar adalah terwujudnya Kabupaten Kampar 

Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat 

yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.  

Untuk mewujudkan visi yang telah dibuat, Misi Kabupaten Kampar 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Menyiapan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional 

2. Mengembangkan pertanian yang modrn dan meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup 

3. Membangun infrastuktur kabupaten Kampar yang berkualitas dan 

professional 

4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif 

5. Mengembangkan Kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang 

maju 

6. Memperkuat citra Kampar sebagai serambi mekkah riau yang 

berakhlak, beradat dan berbudaya 
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4.2 BAZNAS Kabupaten Kampar  

4.2.1  Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar  

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, ada dua lembaga yang diberikan wewenang 

dalam mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat. BAZ adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Di tingkat 

pusat, BAZ dikenal sebagai BAZNAS, sedangkan di tingkat daerah 

dikenal sebagai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota.  

Organisasi BAZ di semua tingkatan memiliki sifat koorinatif, 

konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari berbagai unsur, 

seperti ulama, intelektual, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan 

perwakilan pemerintah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti 

memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegrasi 

tinggi.  

Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah 

satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan 

fungsi mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) 

di tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai lembaga yang 

berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional semakin diperkuat. 

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 
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nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri Agama. 

Begitu juga pula dengan kabupaten Kampar yang menjadi salah 

satu Kabupaten yang mempunyai lembaga BAZNAS di Provinsi Riau. 

Sebelum bernama BAZNAS Kabupaten Kampar, dahulunya lembaga ini 

diberi nama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten 

Kampar. Regulasi berdirinya BAZDA Kabupaten Kampar didasarkan 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2006. Yang 

selanjutnya terjadinya pergantian regulasi sehingga di sesuaikan dengan 

aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sejak undang-

undang ini berlaku nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 

Kabupaten Kampar menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Kampar yang berlaku dari tanggal 20 Februari 2013. 

Lokasi kantor yang awalnya berada di LPTQ Kampar dan sekarang 

berada di Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Langgini, Kec. 

Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463, tepatnya di komplek 

Islamic Center Kabupaten Kampar Bangkinang.  

4.2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar 

Visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah “Lembaga Utama 

Menyejahterakan Ummat”. Yang mana visi ini mengacu kepada visi 

BAZNAS Pusat sehingga di setiap BAZNAS yang ada di daerah 

memakai visi ini sebagai tujuan dalam menyelenggarakan program.  
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Untuk mewujudkan visi tersebut, sehingga ada yang perlu di 

lakukan agar semua itu terwujud yang tertuang ke dalam misi BAZNAS 

Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi 

lembaga pilihan utama umat 

2. Membangun pusat rujukan zakat Tingkat kota (Kabupaten Kampar) 

untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data 

zakat bagi seluruh pengelola zakat 

3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat yang transparan, 

efektif dan efesien 

4. Menjelankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat 

kepercayaan dari masyarakat 

5. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat 

dengan benar sesuai syari’ah 

6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik  

7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku 

kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.  
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4.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar 

Tabel 4. 3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Masa 

Bakti 2021-2026 

No. Nama Jabatan Bidang/Tugas 

1.  Purwadi, S.P, M.Si Ketua  Mengkoordinir Seluruh 

Kegiatan  

2. Aldin Susilo, S.Ag Wakil I Bidang Pengumpulan  

3. Drs. H. Sudirman, Dt. 

Patio 

Wakil II Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan  

4. Yatarullah, S.Ag., 

M.Hum  

Wakil III Bidang  Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

5. Ridwan, S.H., M.H Wakil IV Bidang Administrasi, Sumber 

Daya Manusia dan Umum 

6. Abu Bakar H, 

S.Kom.I 

Kabag 

Pengumpulan 

Pelaksana Bagian 

Pengumpulan  

7. Hendri Putra, S.Pi Kabag 

Pendistrubusian 

dan 

Pendayagunaan 

Pelaksana Bagian 

Pendistribusian dan 

Pendayagunaan 

8. Novri Yanti, S.E Kabag 

Perencanaan, 

Keuangan dan 

Pelaporan 

Keuangan  

Pelaksana Bagian 

Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan  

9. Nofri Zulhadi, A.Md Kabag Adm 

dan Umum  

Pelaksana Bagian 

Kesekretariatan 

10. Irhamni, S.Pd Bendahara Menerima dan Membayarkan 

Uang  

11. Sulisao, S.E Staf SDM dan 

Simba 

Pelaksana Administrasi, SDM 

dan Umum dan Simba  

12. Sukardi, S.E Staf Adm dan 

Umum 

Pelaksana Bagian 

Pengumpulan 

13. M. Abdul Aziz Staf 

Pendistribusian 

Pelaksana Bagian 

Pendistribusian 

14. M. Nasri Staf 

Pendistribusian 

Pelaksana Bagian 

Pendistribusian 

15. Rifki Afdhal, S. Pd Staf 

Pendistribusian 

Pelaksana Bagian 

Pendistribusian 
Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar  

 

 



 

 

57 

 

 

4.2.4 Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar 

1.  Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.  

Adapun tugas dari Ketua BAZNAS yakni sebagai berikut:  

a. Membantu pemerintah pada bidang pengelolaan Zakat, Infaq 

dan Sedekah (ZIS) 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS 

Kabupaten Kampar 

c. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan, Dinas, 

Instansi lainnya, baik lembaga peringkat daerah maupun 

lembaga vertikal. 

2.  Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan 

Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil Ketua I dengan tugas 

sebagai berikut: 

a. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, 

khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahik 

sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 

permintaan/perintah pimpinan.  

b. Menyampaikan saran dan pertimbang kepada Ketua tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas 

hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas 
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d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua 

Fungsi Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki 

c. Pelaksanaan kampanye zakat 

d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat 

e. Pelaksanaan pelayanan muzakki 

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat 

g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan 

zakat 

h. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat Tingkat Kab/Kota 

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Dipimpin oleh Wakil Ketua II dengan tugas sebagai berikut:  

a. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, 

termasuk kepada UPZ khusus dalam pendistribusian dan 

pengelolaan mustahik 

b. Membuat kalender kegiatan tahunan 

c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas 

hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas 
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e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua 

Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: 

a. Penyusunan strategi pendistrubusian dan pendayagunaan zakat 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan mustahik 

c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat 

d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat  

e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat  

f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat 

4. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan  

Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dipimpin oleh 

wakil ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, 

keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas:  

a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas  

b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang 

langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku  

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas 

hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas  

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua  
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Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Penyiapan penyusunan rencana tahunan BAZNAS 

Kabupaten Kampar  

b. Penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat 

Kabupaten/Kota  

c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana 

pengelolaan zakat Kabupaten Kampar  

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Kampar  

e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar  

f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas 

kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar  

g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat 

Kabupaten Kampar  

5. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum  

Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan umum 

dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan 

pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi 

perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi dengan 

uraian tugas sebagai berikut:  

a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas  

b. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM  
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c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku  

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas 

hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas  

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan 

SDM dan pendidikan mustahik  

f. Menilai prestasi hasil kerja amil dengan membuat catatan dalam 

buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

penilaian akhir tahun  

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua  

Bagian Adminstrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Dan 

Umum menyelengarakan fungsi: 

a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten 

Kampar  

b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar  

c. Pelaksanaan rekruitmen Amil BAZNAS Kabupaten Kampar  

d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar  

e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten 

Kampar  

f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan 

masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar  
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g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS Kabupaten Kampar  

h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan 

pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar  

i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala 

Provinsi di Kabupaten Kampar  

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku  

k. Menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas 

hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas  

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua  

6.  Satuan Audit Internal  

Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit 

manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS 

Kabupaten Kampar. Satuan audit internal bertugas menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan program audit  

b. Pelaksanaan audit  

c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 

BAZNAS  Kabupaten Kampar  

d. Penyusunan laporan hasil audit  

e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eskternal  
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4.3 Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)  

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah program yang ada di 

keluarkan oleh BAZNAS. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Kampar 

yang menjadi pelopor program ini ada di Kabupaten Kampar. Program Satu 

Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ada di Kabupaten Kampar merupakan 

program yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang mana dengan tujuan bahwa 

program ini dapat melahirkan seorang sarjana di keluarganya. Sesuai dengan 

nama program ini Satu Keluarga Satu Sarjana bahwa yang menjadi sasaran dari 

BAZNAS Kabupaten Kampar adalah keluarga yang belum mempunyai sarjana, 

lalu di bantu untuk menjadikan seorang sarjana di keluarganya. Selain itu syarat 

dari penerima program ini adalah berasnaf miskin sebagaimana dana yang di 

ambil adalah dana zakat, yang tentunya sudah di tentukan syarat dan golongan 

yang harus menjadi penerimanya.  

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ada di Kabupaten 

Kampar pertama kali di luncurkan pada tahun 2018, dengan 3 kali pembukaan 

penerimaan yakni pada tahun 2018, 2021 dan 2023. Yang pada saat ini sudah 

90 orang penerima manfaat. Para penerima manfaat ini menerima benefit yakni 

bantuan UKT sesuai yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing 

penerima, bantuan biaya hidup, dan program pembinaan. Untuk bantuan biaya 

UKT dan biaya hidup akan diberikan sampai semester 8.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kebijakan berbasis bukti 

(evidence based policy) dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 

oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa program ini telah 

menggunakan konsep evidence based policy namun belum optimal.  

Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan adanya lulusan sarjana dari 

keluarga yang sebelumnya tidak memiliki sarjana. Proses pelaksanaan program, 

termasuk sosialisasi dan prosedur penerimaan, sudah berjalan dengan baik dan 

selektif. Program ini menggunakan bukti dari temuan lapangan dan penelitian 

serupa untuk pengambilan keputusan, meskipun keputusan tersebut masih 

didasarkan pada visi dan misi pimpinan BAZNAS Kabupaten Kampar. 

Anggaran program sepenuhnya berasal dari dana zakat, terutama zakat 

profesi ASN, tanpa dukungan dari APBD Kabupaten Kampar. Pendistribsuian 

beasiswa ini akan diserahkankan dengan setiap mahasiwanya membuat  laporan 

pertanggungjawaban setiap semester. Pengawasan program hanya dilakukan 

oleh internal BAZNAS Kabupaten Kampar, dengan persetujuan anggaran dari 

BAZNAS Pusat. Monitoring terhadap penerima beasiswa dilakukan dengan 

baik selama masa perkuliahan, namun tidak ada pemantauan setelah masa 

perkuliahan selesai. 
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Evaluasi program dilakukan secara konsisten di pertengahan dan akhir 

tahun. Dalam peningkatan target penerima yang meningkat dan keberlanjutan 

program setelah masa jabatan pimpinan saat ini belum dapat dipastikan, karena 

keputusan masih bergantung pada visi dan misi pimpinan yang menjabat. 

Program penerimaan berikutnya direncanakan untuk tahun 2024. 

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap penerapan konsep 

Evidence based policy dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di 

Kabupaten Kampar sebagai berikut : 

1. Dari sumber anggaran yang di gunakan hanya berasal dari dana zakat saja, 

bahwa perlunya keterlibatan pemerintah juga dalam ikut membantu dengan 

anggaran APBD melihat bahwa program pendidikan terkhusus beasiswa 

tidak ada di buat oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

2. Melihat monitoring terhadap penerima beasiswa hanya sampai lulus saja, di 

sarankan agar pihak BAZNAS Kabupaten Kampar juga bisa memantau 

setelah lulus kuliah. Kerja dimana ataupun mengetahui rencana kerja dan 

kegiatan selanjutnya. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari program ini 

bisa tercapai dengan maksimal dan semestinya. Bahwa hasil akhir yang 

hendak di capai adalah para penerima beasiswa ini/mustahik bisa menjadi 

muzakki artinya dapat juga memberi zakat.  

3. Di sarankan agar pihak BAZNAS agar melibatkan kegiatan BAZNAS yang 

produktif kepada penerima beasiswa yang dapat menambah keterampilan 
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dan keahlian mereka yang bisa nantinya menjadi bekal di dunia kerja, yang 

mengarahkan kepada usaha mandiri 
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